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PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tata Usaha
Negara Jambi untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan
Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi
tanggung jawab manajemen Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah
disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan
perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan
kinerja ini.

. Jambi, 5 Februari 2026

.é it .’Oktova Primasari, S.H
/NIP 1975100220021
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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang
telah memberikan anugerah sehingga dapat menyelesaikan
Laporan Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun
2025 yang merupakan tindak lanjut dari surat Sekretaris
Mahkamah Agung Rl Nomor 16292/SEK/OT1.6/11/2025
tanggal 25 November 2025 perihal Penyusunan dan
Penyampaian Dokumen SAKIP.

Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Tata Usaha
Negara Jambi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas dari
pelaksanaan tugas, yang berfungsi sebagai alat
penilaian kinerja, wujud transparansi serta merupakan
pertanggungjawaban kepada masyarakat serta
merupakan alat kendali dan pemacu peningkatan
kinerja di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.

Masukan dan saran perbaikan yang sifatnya
membangun sangat kami harapkan untuk peningkatan
kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi ke depannya
dalam rangka mewujudkan visi dari Mahkamah Agung RI
yaitu terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.
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Salah satu konsep penting dalam upaya akuntabilitas adalah manajemen
Kinerja, vyaitu suatu pola pemikiran yang mengkombinasikan dan
menggunakan berbagai fungsi manajemen dengan sistem administratif dan
struktur organisasi. Dalam konsep ini pengelolaan suatu organisasi tidak hanya
berhenti pada proses perencanaan namun dilanjutkan sampai pada tingkat
pengukuran serta evaluasi kinerja.

Laporan Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun 2025 ini
menyajikan berbagai keberhasilan capaian strategis. Berbagai capaian
strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Hasil capaian Kinerja 3 sasaran yang ditetapkan secara umum dapat
memenuhi bahkan beberapa melampaui target yang telah ditetapkan. Dari 3
(tiga) sasaran kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi terukur dalam 11
(sebelas) indikator kinerja. Rincian pencapaian kinerja dari masing-masing
indikator tiap sasaran strategis tersebut diilustrasikan dalam tabel berikut ini.
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Tabel 1

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

No. Indikator Kinerja Target | Realisasi | Capaian

1 Persentase penyelesaian perkara secara 83% | 91.67% | 110.45%
tepat waktu
Persentase penyediaan/pengiriman salinan

2. |putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat 100% | 100% 100%
pertama kepada para pihak
Persentase pengiriman pemberitahuan

3 petikan/amar putusan tingkat banding, .kasa3| 100% | 100% | 100%
dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan
pengaju kepada para pihak

1 Persen’Fase pu.tusan pengadilan yang diunggah 100% 100% 100%
pada Direktori Putusan

5 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi 96% | 100% | 10417%
putusan Tata Usaha Negara
Persentase perkara Tata Usaha Negara tingkat

6. |pertama dan tingkat banding yang 100% 100% 100%
menggunakan e-Court

Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis 1 102,44%
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Tabel 2
Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

No. Indikator Kinerja Target | Realisasi Ca(ug/a;an
0
1 Indeks kepuasan pengguna Iaya.nan pengadilan 3,68 3,99 108.42
berdasarkan standar layanan yang ditetapkan
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis 2 108,42
Tabel 3
Sasaran Strategis 3
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional
No. Indikator Kinerja Target| Realisasi C?(sa; a
0
1 Indeks Profesmnallta.\s Aparatur Sipil Negara (IP ASN) 75 8165 | 108.86
satuan kerja pengadilan
2. \Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
satuan kerja pengadilan :
e DIPA O] 95 96,94 | 102,04
e DIPA 05 95 96,54 | 101,62
3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran :
e DIPAO] 80 100 125
e DIPA 05 80 85,49 | 106,86
4. |Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja| 3 2915 99,17
pengadilan
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis 3 107,26
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Tabel 4
Pencapaian Kinerja Keseluruhan

No. Sasaran Strategis Capaian (%)
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel,

1. . 102,44
responsif dan modern

2. |Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik 108,42

. Terwulludnya manajemen peradilan yang transparan dan 107.26
profesional

Capaian kinerja keseluruhan sasaran strategis 106,04

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara
Jambi tahun 2025 adalah sebesar 106,04.
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A. Latar Belakang

Kemandirian kekuasaan kehakiman sebagaimana diamanatkan
Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen dan Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara yudisial
akan berjalan lebih lancar apabila didukung administrasi peradilan yang
baik.

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pelaksana
kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mengenai sengketa
tata usaha negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi selaku kawal depan Mahkamah
Agung (voorpost) di daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi
menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan semua sengketa
tata usaha negara di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara
Jambi yang meliputi 9 (sembilan) kabupaten dan 2 (dua) kota di Provinsi
Jambi.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi merupakan pengadilan tingkat
pertama yang berada di bawah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Palembang sebagai pengadilan tingkat banding.

Secara umum kebijakan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tata
Usaha Negara Jambi dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang
berkaitan dengan kepentingan peradilan tingkat pertama bersifat
administrasi, keuangan dan organisasi.
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B. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pengadilan Tata Usaha
Negara Jambi dipimpin oleh seorang Ketua yang merupakan pimpinan
pengadilan dan didampingi seorang Wakil Ketua. Guna pelaksanaan
pengelolaan administrasi di pengadilan, ditetapkan adanya kepaniteraan
yang dipimpin oleh seorang Panitera dan kesekretariatan yang dipimpin
oleh seorang Sekretaris. Kepaniteraan dan Kesekretariatan adalah unsur
pembantu (Supporting Unit) yang bertanggung jawab langsung kepada
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.

Kepaniteraan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di
bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat
yang berkaitan dengan perkara. Dalam menjalankan tugasnya Panitera
dibantu oleh Panitera Muda Perkara dan Panitera Muda Hukum.

Panitera Muda Perkara mempunyai tugas melaksanakan administrasi
perkara di bidang tata usaha negara. Dalam melaksanakan tugasnya,
Panitera Muda Perkara menyelenggarakan fungsi:

e pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan berkas perkara
gugatan/sengketa tata usaha negara; pelaksanaan registrasi perkara
gugatan/sengketa tata usaha negara;

e pelaksanaan penelitian administrasi gugatan/sengketa tata usaha
negara;

o pelaksanaan penyerahan berkas perkara gugatan/sengketa tata usaha
negara kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Panitera
untuk ditetapkan apakah perkara tersebut dismissal atau tidak, jika
tidak akan ditetapkan atau ditunjuk Majelis Hakim yang akan
memeriksa;

o pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah putus
dan diminutasi;

e pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para
pihak; pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang
dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;

e pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan
upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan
isi  putusan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan
Mahkamah Agung;

o pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi; pelaksanaan
penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum
tetap;
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e pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai
kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;

e pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan;

e pelaksanaan fungsilainnya yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan,
pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan. Dalam
melaksanakan tugasnya, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

» pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
pelaksanaan penyajian statistik perkara;

e pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
pelaksanaan Kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas
perkara;

* pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang
berkaitan dengan transparansi perkara;

o pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat;

» pelaksanaan fungsilain yang diberikan oleh Panitera.

Kesekretariatan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan
di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia serta
sarana dan prasarana. Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris dibantu
oleh Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan;
Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana serta Kepala
Subbagian Umum dan Keuangan.

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan program
dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik serta
pelaksanaan pemantauan evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian,
penataan organisasi dan tata laksana.

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah
tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan
serta pengelolaan keuangan.
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C. Struktur Organisasi

Secara teori, struktur organisasi dapat diartikan sebagai susunan
komponen-komponen (unit-unit Kkerja) dalam organisasi. Struktur
organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan
bagaimana fungsi- fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda
tersebut diintegrasikan (koordinasi). Selain itu struktur organisasi juga
menunjukkan spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan
penyampaian laporan.

Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah
tersusun sesuai dengan Kketentuan yang diatur dalam Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Perubahan Keenam Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan.

Secara umum struktur organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
menggambarkan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta
posisi yang ada dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai
tujuan. Adapun untuk lebih jelasnya mengenai struktur organisasi
Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dapat dilihat pada gambar berikut
ini.
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D. Isu Strategis

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan mendasar bagi peran
Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsi
pokoknya di bidang administrasi, organisasi perencanaan dan keuangan.
Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi merupakan salah satu unit kerja di
bawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha
Negara di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana
kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan
guna menegakkan hukum dan keadilan. Sesuai dengan perannya
Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dapat ikut serta mewujudkan upaya
memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan proses peradilan
yang pasti, transparan dan akuntabel.

Lembaga peradilan termasuk Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
memiliki peran yang besar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat untuk
mendapatkan pelayanan peradilan yang prima dan pengadilan yang
terjangkau. Peran ini tentunya akan memberikan rasa percaya dan
keyakinan publik terhadap peradilan sekaligus mendukung adanya
kepastian hukum yang diharapkan semua pihak yang berkepentingan.
Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi bertekad untuk meningkatkan
kemampuannya untuk menjalankan peran tersebut demi kepercayaan dan
keyakinan publik terhadap peradilan pada umumnya dan Pengadilan Tata
Usaha Negara Jambi khususnya.

Sebagai pengadilan tingkat pertama yang memiliki cakupan wilayah
yurisdiksi meliputi 9 kabupaten dan 2 kota di Propinsi Jambi, Pengadilan
Tata Usaha Negara Jambi memiliki peran penting yakni dalam hal mengadili
perkara tingkat pertama di wilayah hukumnya, memberikan keterangan
pertimbangan dan nasihat hukum pada instansi daerah apabila diminta,
serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era
keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022
tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
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E. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini untuk mengkomunikasikan
pencapaian Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam Tahun 2025,
dengan bentuk sajian seperti berikut ini:

BAB I

PENDAHULUAN

Menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Tata
Usaha Negara Jambi yang terdiri dari : A. Latar Belakang; B. Tugas dan
Fungsi; C. Struktur Organisasi; D. Isu Strategis; E. Sistematika Penyajian.

BAB Il

PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan perencanaan dan penetapan Kinerja serta program Kkerja
Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun 2025 yang terdiri dari A.
Rencana Strategis 2025-2029; terdiri dari Visi dan Misi, Tujuan dan
Sasaran Strategis, serta Program Utama dan Kegiatan B. Rencana Kinerja
Tahun 2025 C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

BAB llI

AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan tentang A. Capaian Kinerja Organisasi B. Analisis Capaian
Kinerja (diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan
mengungkap penyajian dari hasil pengukuran Kkinerja) C. Realisasi
Anggaran.

BAB IV

PENUTUP

Menguraikan kesimpulan umum atas capaian Kkinerja organisasi serta
langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk
meningkatkan Kinerjanya.

LAMPIRAN

Berisi antara lain: Perjanjian Kinerja, Surat Keputusan Pembentukan Tim
Penyusun Laporan SAKIP, Surat Keputusan Penetapan Reviu IKU, hasil
pengukuran Kinerja perbulan dan lain-lain yang dianggap perlu.
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A. RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Rencana Strategis Pengadian Tata Usaha Negara Jambi Tahun 2025-
2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan Kinerja dengan
tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis
melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap
sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai
efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta
sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara
Jambi dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang
disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan
dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-
2029, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan
program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta
tujuan organisasi pada Tahun 2025-2029.

1. Visi dan Misi
visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa
depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan
fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. Adapun visi dari Pengadilan
Tata Usaha Negara Jambi adalah:

“Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Menjadi
Pengadilan Modern Dengan Orientasi Pelayanan Publik yang
Berkualitas Kepada Masyarakat Pencari Keadilan”

Visi dimaksud bermakna menjalankan kekuasaan kehakiman yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan
peradilan yang jujur dan adil.
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MIs]

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi Pengadilan Tata Usaha
Negara Jambi yaitu:

1. Menjadikan Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Berdaya
Guna, Berhasil Guna dan Tanggung Jawab, Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (KKN);

2. Meningkatkan Profesionalitas, Integritas, Kapabilitas, dan Kredibilitas
Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;

3. Optimalisasi Pelayanan Publik dan Berkeadilan dengan berlandaskan
prinsip keterbukaan, profesionalisme, akuntabilitas, efisien dan
efektifitas.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara

Jambi adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang mandiri dalam
pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan
berkeadilan;

2. Mewujudkan manajemen Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang

transparan dan profesional;

Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara
Jambi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dari tahun 2025 - 2029
yaitu sebagai berikut:

1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan
modern;

2. Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik;

3. Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional.
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3. Program Utama dan Kegiatan

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai Visi dan Misi
Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi ditentukan oleh penyediaan anggaran
melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pengadilan Tata Usaha
Negara Jambi Tahun Anggaran 2025 mengelola 2 (dua) DIPA yaitu DIPA O1 di
bawah Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Rl dengan kode satker
578839 dan DIPA 0S5 di bawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan
Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan
kode satker 578840.

Program utama masing-masing DIPA yaitu:

1. DIPA 01 Program Dukungan Manajemen

Dengan pagu anggaran sebesar Rp5.900.555.000,00 program ini mempunyai
2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan pengadaan sarana dan prasarana serta
kegiatan dukungan manajemen administrasi kesekretariatan pengadilan
tingkat banding dan tingkat pertama yang terdiri 2 (dua) Klasifikasi Rencana
Output (KRO) yaitu: Layanan dukungan manajemen internal dan Layanan
manajemen kinerja internal. Layanan dukungan manajemen internal terdiri
dari 2 (dua) Rencana Output (RO) yaitu: Layanan umum dan Layanan
perkantoran.

2. DIPA 05 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Dengan Pagu anggaran sebesar Rp57.350.000,00 program ini mempunyai 1
(satu) kegiatan yaitu kegiatan peningkatan manajemen peradilan tata usaha
negara dengan 4 (empat) Klasifikasi Rencana Output (KRO) yaitu: dukungan
penyelesaian perkara, layanan posbakum di lingkungan peradilan tata usaha
negara, perkara peradilan tata usaha negara yang diselesaikan melalui
pembebasan biaya perkara dan perkara yang dilayani melalui sidang di luar
gedung di lingkungan peradilan tata usaha negara.
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B. RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Rencana Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi memuat
angka target kinerja tahun 2025 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada
tingkat sasaran. Angka target kinerja ini menjadi komitmen yang harus dicapai
dalam periode 2025. Selain itu, dokumen rencana kinerja tersebut menjadi dasar
bagi penetapan kesepakatan yang akan diwujudkan oleh organisasi atau lebih
dikenal sebagai Penetapan Kinerja. Adapun di awal tahun Rencana Kinerja Tahun
2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Rencana Kinerja Tahun 2025
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 80%
Terwujudnya proses peradilan | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya 159
1. |vang pasti, transparan dan | hukum Banding, Kasasi dan PK °
akuntabel
Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap 929
layanan peradilan °
Peningkatan efektivitas Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada 0
2. ) . 100%
pengelolaan penyelesaian perkara | para pihak tepat waktu
Meningkatnya akses peradilan Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 100%
3. |bagi masyarakat miskin dan ) )
terpingairkan Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang 100%
mendapat layanan bantuan hukum (poshakum)
Meningkatnya kepatuhan | Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti 0
4. . . : 96%
terhadap putusan pengadilan (dieksekusi)
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C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen
yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang
jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan
mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Perjanjian Kinerja
Tahun 2025 Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dapat dilihat pada

Tabel 2.2
Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1. |Terwujudnya proses peradilan yang| persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 80%

pasti, transparan dan akuntabel

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya

0,
hukum Banding, Kasasi dan PK Ut
Indeks responden pencari keadilan yang puas
. 92%
terhadap layanan peradilan
Peningkatan efektivitas pengelolaan | Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada 0
2. . . 100%
penyelesaian perkara para pihak tepat waktu
3. | Meningkatnya akses peradilan bagi Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 100%

masyarakat miskin dan terpinggirkan

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang 100%
mendapat layanan bantuan hukum (poshakum)

Meningkatnya kepatuhan terhadap | Persentase utusan erkara  TUN an
4. | putusan pengaciian P Gitindaklanjuti (dicksekusi) " Yag | 96%

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ini kemudian mengalami revisi di awal
bulan Oktober 2025 untuk menindaklanjuti penetapan Rencana Strategis
(Renstra) Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029
dimana penyusunan sasaran strategis dan juga indikator Kinerja
Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berpedoman kepada Renstra
Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029 tersebut.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung Republik
Indonesia Tahun 2025-2029 tersebut sebagian besar sasaran strategis
dan indikator kinerja mengalami perubahan. Jumlah indikator Kinerja
juga mengalami perubahan yang signifikan dimana terdapat
penambahan indikator kinerja bidang kesekretariatan seperti Indeks
Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN), nilai Indikator Kinerja
Pelaksanaan Anggaran (IKPA), Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
(NKPA) dan nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA).
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Capaian kinerja akumulasi dari Januari - September 2025 atau
triwulan | s.d triwulan Ill Tahun 2025 dari Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi sebelum terjadi revisi dapat dilihat
pada gambar berikut ini.

Gambar 2.1
Pengukuran Capaian Kinerja Akumulasi Sampai Dengan
Triwulan Il Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja
Tahun 2025 Sebelum Terjadi Revisi

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMEB!|
TRIWULAN IIl TAHUN 2025

T g Kegiatan / Upaya [ Strategl / Kendala
No. | Sasaran Kegiatan Indikator s Rerispl et | [Comsiand ) G 'mfm !
Triwulan 1l Triwulan Triwulan il W
1 2 3 4 5 [ 7 .
1 Terwujudnya Proses a. Persentase perkara yang B7.5% Sudah dilaksanakan melebihi target vang
Peradilan yang Pasti, diselesaikan tepat waktu B3k 138, 86% ditetapkan
Transparan dan b. Persentase perkara yang tidak
Akuntabel mengajukan upaya hukum 12% L% 110,83% :T:‘::' i"‘“"‘"‘“mn Mitletini target vang
Banding dan Kasasi. (Bt
€. Indeks responden pencari | |
keadilan yang puas terhadap a2 38,58% 107,15% | Sudah dilaksanakan melebihi target yang
layanan pengadilan | ditetapkan
2 Meningkatnya Persentase safinan putusan
efektivitas yang diterima aleh para pihak Sudah dilaksanakan sesusl target yang
pengelolaan tepat wakiu i 300%, 100% ditetapkan
penyelesaian perkara |
3 Meningkatnya Akses a. Persentase perkara prodea Pagu anggaran sudah diajukan untuk revisl
Peradilan bagi | yang diselesaikan 75% 0% H/A penurunan volume kegiatan ke Diffenmiltun
Masyarakat Miskin I —
didt Torgingairian | b. Persentase Pencari Keadilan . .
Gobongan Terténtu yang 100% 100% 100% Sudah dilaksanakan sesuai target yang
Mendapat Layanan Bantuan ditetapkan
| | Hukum [Posbakum) L
4 Meningkatnya Persentase Putusan Perkara .
100% i
Kepatuhan Terhadap | TUN yang Ditindaklanjuti 6% 0 104,16% j;:‘::;‘;'m”a*“ meletih taget yang
Putusan Pengadilan | {Dieksekusl) _ | — .

+07 Eko Yulian .« M.H
S AP, 198007312002121003

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja akumulasi
Januari - September 2025 atau triwulan | s.d triwulan Il Tahun 2025 dari
Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
sebelum terjadi revisi nilainya sudah melebihi target untuk tiap-tiap
indikator. Hanya ada 1 indikator yaitu ‘Persentase Perkara Prodeo yang
Diselesaikan’ dengan capaian N/A, akan tetapi pagu anggaran untuk
pelaksanaan indikator kinerja tersebut sedang dalam proses pengajuan
revisi penurunan volume kegiatan.
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Adapun revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Tata Usaha
Negara Jambi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3
Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1. |Terwujudnya peradilan yang|1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu 83%
efektif, transparan, akuntabel,
responsif dan modern 1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan
putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat 100%

pertama kepada para pihak

1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar
putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat 100%
waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

1.4 Persentase putusan pengadilan yang diunggah

0
pada Direktori Putusan 100%

1.5 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi
putusan Tata Usaha Negara 96%

1.6 Persentase perkara Tata Usaha Negara tingkat pertama 100%
dan tingkat banding yang menggunakan e-Court

2. | Meningkatnya tingkat | 2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan
keyakinan dan kepercayaan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan 268
publik ’
3. |Terwujudnya Manajemen | 3 1 |ndeks Profesionalitas A ipi
. . paratur Sipil Negara (IP
B?E?gs'lgﬂa}’a"g transparan dan | ™" AN} satuan kerja pengadilan 15

3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
(IKPA) satuan kerja pengadilan :

- DIPA 01 95
- DIPA 05 95
3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:
- DIPA 01 80
- DIPA 05 80

3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan
kerja pengadilan 3
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
ANALISIS CAPAIAN KINERJA
REALISASI ANGGARAN



A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah
gambaran mengenai tingkat ®
pencapaian pelaksanaan |
suatu
kegiatan/program/kebijakan
dalam mewujudkan sasaran,

tujuan, misi dan visi
organisasi yang tertuang
dalam perumusan

perencanaan strategis suatu
organisasi.

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan
untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Pengukuran Kinerja merupakan suatu metode untuk menilai
kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan
yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai
mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai
alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja
organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara
Jambi Tahun 2025, dilakukan dengan cara membandingkan antara target
pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya,
sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau
tidak. Dari hasil pengukuran kinerja diperoleh data tingkat pencapaian
kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi secara keseluruhan pada
tahun 2025 adalah sebesar 106,04. Secara umum hampir semua target
Kinerja telah tercapai dalam Tahun 2025 ini. Rincian tingkat capaian
kinerja dari masing-masing sasaran strategis dan indikator Kkinerja
tersebut diuraikan dalam Tabel 3.1 berikut ini.
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Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tahun 2025

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target | Realisasi | Capaian
1. [Terwujudnya  peradilan {1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu 83% | 9167% |11045%
yang efektif, transparan,
akuntabel, responsif dan |12 Persentase penyediaan/pengiriman salinan
modern putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat 100% | 100% | 100%
pertama kepada para pihak
1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar
putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat | 100% | 100% 100%
waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
14 Persent.ase pu.tusan pengadilan yang diunggah 100% | 100% 100%
pada Direktori Putusan
1.5 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi
putusan Tata Usaha Negara 96% | 100% | 104,17%
1.6 Persentase perkara Tata Usaha Negara tingkat
pertama dan tingkat banding yang menggunakan 100% | 100% | 100%
e-Court
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis 1 102,44%
2. |Meningkatnya  tingkat [2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan
keyakinan dan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan 3,68 399 | 108.42%
kepercayaan publik
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis 2 108,42%
3. | Terwujudnya manajemen | 31 |ndeks Profesionalitas A ipi
: : paratur Sipil Negara (IP 0
peradilan yang transparan ASN) satuan kerja pengadilan e dhd | L
dan profesional
3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
(IKPA) satuan kerja pengadilan :
- DIPA 01 95 96,94 |102,04%
- DIPA 05 95 96,54 |101,62%
3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:
- DIPA 01 80 100 125%
- DIPA 05 80 8549 |106,86%
3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan
kerja pengadilan 3 2975 | 99,33%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis 3 107.29%
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B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun 2025

mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada Tabel 3.1
di atas. Adapun analisis capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan,
dijelaskan sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS1
Terwujudnya Peradilan yang Efektif,

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

No. Indikator Kinerja Target | Realisasi | Capaian
Persentase penyelesaian perkara secara

1. tepat waktu 83% | 916/% | 110,45%
Persentase penyediaan/ﬂengiriman salinan

2. putusan tepat waktu ole ?(engadilan tingkat | 100% | 100% 100%
pertama kepada para piha
Persi?nt?se pengiriman penp(hergtai:iuan :
petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi

3. dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan 100% | 100% 100%
pengaju kepada para pihak
Persentase putusan pengadilan yang diunggah

4. pada Direktori Putusan 100% | 100% 100%
Persentase penyelesaian permohonan

d. eksekusi putusan Tata Usaha Negara 9% | 100% | 10417%
Persentase perkara Tata Usaha Negara tingkat

6. pertama dan tingkat banding yang 100% | 100% 100%
menggunakan e-Court

Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis 1 102,44%
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Dari Tabel 3.2 di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis 1
untuk tahun 2025 capaiannya tidak ada yang di bawah target untuk semua
indikator kinerja. Analisis untuk masing-masing indikator kinerja pada sasaran
strategis 1 akan dijelaskan berikut ini.

1). Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu

Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu pada Pengadilan
Tata Usaha Negara Jambi yaitu perbandingan jumlah perkara yang
diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan dikali 100%.
Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah penyelesaian perkara yang
diselesaikan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014
tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat
Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan yaitu selama 5 (lima) bulan.
Perhitungan penyelesaian perkara secara tepat waktu yaitu penyelesaian
perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara diminutasi.

Dari laporan bulanan kepaniteraan Tahun 2025 didapat data perkara yang
diselesaikan adalah sebanyak 24 perkara dimana terdapat 22 (dua puluh dua)
perkara yang diselesaikan tepat waktu atau kurang dari 5 (lima) bulan dan 2
(dua) perkara yang diselesaikan tidak tepat waktu atau lebih dari 5 (lima) bulan
yaitu perkara nomor 17/G/2024/PTUN.JBI (168 hari) dan nomor
22/G/2024/PTUN.JBI (191 hari).

22 perkara x100% = 91,67%
24 perkara

Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu pada Tahun 2025
ditargetkan sebesar 83% dengan realisasi penyelesaian perkara secara tepat
waktu yaitu sebesar 91,67%. Dari perbandingan antara realisasi dan target
dapat dihitung capaian persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
yaitu sebesar 110,45%.

Capaian ini meningkat dari capaian yang diperoleh pada tahun-tahun
sebelumnya, artinya penyelesaian perkara secara tepat waktu di Pengadilan
Tata usaha Negara Jambi semakin membaik. Dan untuk 2 (dua) perkara yang
tidak tepat waktu tersebut sudah dilaporkan oleh majelis hakim yang
menangani kedua perkara tersebut kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Jambi untuk kemudian diteruskan ke tingkat banding. Untuk lebih
jelasnya mengenai perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-
tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini.
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Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja

Indikator Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu

Indikator Tahun 2025 Tahun 2024 | Tahun 2023 | Tahun 2022 Tahun 2021

Kinerja Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian

Persentase
penyelesaian
perkara secara
tepat waktu

91,67% |110,45% | 15% 90% 96% | 116% | 100% | 125% | 100% | 125%

2). Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu

oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Pihak

Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh
pengadilan tingkat pertama kepada para pihak adalah perbandingan jumlah
salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat
waktu dengan jumlah perkara yang diputus dikali 100%. Kinerja dihitung sejak
putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP
(Sistem Informasi Pengadilan).

Untuk tahun 2025, dari 24 (dua puluh empat) perkara yang diputus,
seluruhnya telah dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu sehingga
dapat dihitung realisasinya yaitu:

24 salinan putusan % 100% = 100%
24 perkara yang diputus

Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh
pengadilan tingkat pertama kepada para pihak pada Tahun 2025 ditargetkan
sebesar 100%. Dengan realisasi sebesar 100% maka dapat dihitung capaian
indikator persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu
oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak yaitu sebesar 100%.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, capaian
untuk indikator kinerja ini cukup stabil. Untuk lebih jelasnya mengenai
perbandingan capaian Kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya
dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut ini.
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Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja
Indikator Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu
oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Plhak

Indikator Tahun 2025 | Tahun 2024 | Tahun 2023 | Tahun 2022 Tahun 2021

Kinerja Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian

Persentase
penyediaan/
pengiriman
salinan  putusan
tepat waktu oleh
pengadilan
tingkat pertama
kepada para pihak

100% | 100% | 100% | 101% | 100% | 101% | 100% | 102% | 100% | 102%

3). Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan
tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh
pengadilan pengaju kepada para pihak

Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding,
kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
adalah perbandingan jumlah pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat
banding, kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu
dengan jumlah petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima
pengadilan pengaju dikali 100%. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode
pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima
pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalu domisili elektronik para pihak.

Pada tahun 2025, terdapat 13 (tiga belas) perkara putus tingkat banding, 9
(sembilan) perkara putus tingkat kasasi dan 1 (satu) perkara putus tingkat PK dan
seluruh petikan/amar putusannya telah disampaikan kepada para pihak secara
tepat waktu sehingga dapat dihitung realisasinya yaitu:

23 pemberitahuan petikan/amar putusan x100% =100%
23 petikan/amar putusan
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Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat
banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada
para pihak pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 100%. Dengan realisasi
sebesar 100% maka dapat dihitung capaian indikator persentase pengiriman
pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara
tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak yaitu sebesar 100%.

Untuk analisis perbandingan realisasi dan capaian kinerja persentase
pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi
dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak tahun
2025 ini dengan realisasi dan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya tidak
dapat dilakukan karena indikator ini belum ada di tahun-tahun sebelumnya
dan baru ada di tahun 2025 ini.

4). Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori
Putusan

Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan
adalah perbandingan jumlah putusan yang diunggah pada Direktori Putusan
dengan jumlah putusan yang telah diminutasi dikali 100%. Indikator ini
bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk
melakukan unggah putusan pada Direktori Putusan paling lambat pada saat
perkara diminutasi. Dasar hukum indikator kinerja ini adalah Surat Keputusan
Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar
Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Dari 24 (dua puluh empat) perkara yang putus dan telah diminutasi tahun
2025, seluruhnya telah diunggah pada Direktori Putusan. Terdapat 9
(sembilan) perkara yang sudah diunggah akan tetapi gagal sinkronisasi ke
aplikasi Direktori Putusan sehingga dilakukan unggah ulang secara manual.
Dengan demikian dapat dihitung realisasinya yaitu:

24 putusan yang diunggah pada Direktori Putusan
24 putusan yang telah diminutasi

x100% =100%

Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan
pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 100%. Dengan realisasi sebesar 100%
maka dapat dihitung capaian indikator persentase penyediaan/pengiriman
salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para
pihak yaitu sebesar 100%.

Untuk analisis perbandingan realisasi dan capaian kinerja persentase
putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan tahun 2025 ini
dengan realisasi dan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya tidak dapat
dilakukan karena indikator ini belum ada di tahun-tahun sebelumnya dan
baru ada di tahun 2025 ini.
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5). Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata
usaha negara

Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha
negara adalah perbandingan jumlah permohonan eksekusi putusan tata
usaha negara yang diselesaikan dengan jumlah putusan tata usaha negara
yang dimohonkan eksekusi dikali 100%.

Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi :
a. Berhasil dilaksanakan eksekusi;
- Eksekusi yang dilaksanakan sebelum terbitnya penetapan Ketua
(eksekusi otomatis)
- Eksekusi yang dilaksanakan setelah penetapan Ketua (eksekusi upaya
paksa)
- Eksekusi sampai pada bersurat kepada Presiden dan Lembaga Perwakilan
Rakyat
b. Dicabut; dan
c. Dicoret dari register termasuk non executable

Tahun 2025 terdapat 3 (tiga) permohonan eksekusi yang mana
seluruhnya telah diselesaikan sehingga dapat dihitung realisasinya yaitu:

3_permohonan eksekusi putusan TUN yang diselesaikan % 100% = 100%
3 putusan TUN yang domohonkan eksekusi

Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha
negara pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100%. Dengan realisasi sebesar
100% maka dapat dihitung capaian indikator persentase penyelesaian
permohonan eksekusi putusan tata usaha negara yaitu sebesar 100%.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, capaian
untuk indikator kinerja ini cukup stabil. Untuk lebih jelasnya mengenai
perbandingan capaian Kkinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya
dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut ini.

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja

Indikator Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi
Putusan Tata Usaha Negara

Tahun 2025 Tahun 2024 Tahun 2023 Tahun 2022 Tahun 2021
Indikator Kinerja

Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian

Persentase
penyelesaian
permohonan
eksekusi 100% | 100% | 100% | 101% | 100% | 101% | 100% | 102% | 100% | 102%
putusan  Tata
Usaha Negara
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6). Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan
tingkat banding yang menggunakan e-Court

Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat
banding yang menggunakan e-Court adalah perbandingan jumlah perkara
tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan
menggunakan e-Court dengan jumlah perkara tata usaha negara tingkat
pertama dan tingkat banding yang diajukan dikali 100%.

Jumlah perkara tata usaha negara yang mengajukan upaya hukum
banding meliputi jumlah perkara tata usaha negara yang mengajukan upaya
hukum banding secara elektronik melalui e-Court dan perkara tata usaha
negara yang mengajukan upaya hukum banding secara konvensional.

E-Court adalah layanan Mahkamah Agung Rl untuk pendaftaran,
pembayaran, pemanggilan dan persidangan perkara secara daring (online)
bagi pengguna terdaftar (advokat/perseorangan/badan hukum). Aplikasi ini
dirancang untuk mewujudkan pelayanan yang lebih cepat, efisien dan
berbiaya ringan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1
Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan
Secara Elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 3 Tahun 2018
tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik.

Untuk Tahun 2025 terdapat 26 (dua puluh enam) perkara tingkat pertama
dan 13 (tiga belas) perkara banding dengan total perkara sebanyak 39 (tiga
puluh sembilan) perkara yang diajukan menggunakan e-Court sehingga dapat
dihitung realisasinya yaitu:

39 perkara TUN tingkat pertama dan tingkat
banding yang diajukan menggunakan e-Court x100% =100%

39 perkara TUN tingkat pertama dan
tingkat banding yang diajukan

Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat
banding yang menggunakan e-Court pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar
100%. Dengan realisasi sebesar 100% maka dapat dihitung capaian indikator
Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding
yang menggunakan e-Court yaitu sebesar 100%.

Mengenai analisis perbandingan realisasi dan capaian kinerja persentase
perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang
menggunakan e-Court tahun 2025 ini dengan realisasi dan capaian kinerja
tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan karena indikator ini belum ada
di tahun-tahun sebelumnya dan baru ada di tahun 2025 ini.
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SASARAN STRATEGIS 2
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2
No. Indikator Kinerja Target Realisasi | Capaian (%)
1 Indeks kepuasan pengguna Iayanan pengadilan 3,68 3,99 10842
berdasarkan standar layanan yang ditetapkan
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis 2 108,42

Sasaran strategis 2 Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan
Publik ini hanya memiliki 1 (satu) indikator yaitu indeks kepuasan pengguna
layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan. Indeks ini
bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat pencari keadilan
terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria seperti yang diatur
dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 yaitu sebagai berikut :

1.Persyaratan;

2.Sistem, mekanisme dan prosedur;

3. Waktu penyelesaian;

4. Biaya/tarif;

5.Produk spesifikasi jenis pelayanan;
6.Kompetensi pelaksana;

7.Perilaku pelaksana;

8.Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
@.Sarana dan prasarana.

Metode pengukuran indikator ini adalah melalui survei kepuasan
masyarakat dengan menggunakan kuisioner. Klasifikasi nilai Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) biasanya dikonversi (misal dalam skala 1-4)
untuk menentukan kinerja: Sangat Baik, Baik, Kurang Baik, atau Tidak Baik.

Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar
layanan yang ditetapkan merupakan hal yang sangat penting bagi
Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. Hal ini dikarenakan, indikator tersebut
akan menjadi tolak ukur bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi untuk
mengetahui tingkat kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap
pelayanan yang diberikan selama tahun 2025.
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Oleh karena itu, hasil survei yang dilakukan setiap triwulan ini akan
memberikan informasi bagi pimpinan dan aparatur untuk menentukan
kebijakan dan langkah-langkah yang diambil dalam rangka meningkatkan
pelayanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.

Realisasi Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan
standar layanan yang ditetapkan untuk triwulan IV Tahun 2025 di Pengadilan
Tata Usaha Negara Jambi adalah sebesar 3,99. Nilai ini lebih tinggi dari target
yang telah ditetapkan yaitu sebesar 3,68. Dengan demikian capaian dari
indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar
layanan yang ditetapkan vyaitu sebesar 108,42. Dari nilai ini dapat
disimpulkan bahwa pengguna layanan cukup puas dalam menerima layanan
dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi selama tahun 2025 ini.

Nilai capaian ini juga naik dari nilai capaian tahun-tahun sebelumnya.
Untuk lebih jelasnya mengenai perbandingan capaian Kkinerja indikator
indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar
layanan yang ditetapkan tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya
dapat dilihat pada Tabel 3.7 berikut ini.

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian Kinerja
Indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan
Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan

Tahun 2025 Tahun 2024 Tahun 2023 Tahun 2022 Tahun 2021
Indikator

Kinerja Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian
(%) (%) (%) (%) (%)

Indeks
kepuasan
pengguna
layanan
pengadilan 399 (10842 | 396 | 108 | 348 95 3,60 91 3,80 103
berdasarkan
standar
layanan yang
ditetapkan

Berikut adalah nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pengadilan Tata
Usaha Negara Jambi per triwulan untuk tahun 2025.
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Gambar 3.1
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun 2025

), INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI
TRIWULAN I TAHUN 2025

\  INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
#  PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI
TRIWULAN Il TAHUN 2025

NILAIIKM

NILAIIKM:

JUMLAH 123 Orang

JENIS KELAMIN : L = 12 orang
L P = 11 orang

LAT UNTUK KEMAJUAN UHIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI
AYANAN BAQH

I KEMAJUAN UMIT KAMI AQAR TERUS MEMPERBAIKI

[INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI
TRIWULAN IV TAHUN 2025

(INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI
TRIWULAN lll TAHUN 2025

_NILAIIKM

JENIS KELAMIN : L = 25 orang
P = 15 orang
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SASARAN STRATEGIS 3

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang

Transparan dan Profesional

Tabel 3.8

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

No. Indikator Kinerja Target | Realisasi | Capaian (%)
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil
E Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan & Mk otk
2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan :
,gngA E” ) Wi 95 96,94 102,04
e DIPAOS 95 96,54 101,62
3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran :
e DIPAOS 80 89,49 106,86
4. |Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) 3 2915 99,16
satuan kerja pengadilan
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis 3 107,26

Sasaran strategis 3 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan
dan Profesional memiliki 4 (empat) indikator kinerja yang semuanya adalah
indikator kinerja baru yang belum ada dalam Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tahun-tahun sebelumnya. Khusus
untuk dua indikator yaitu Nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA)
dan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) dirinci menjadi DIPA 01 dan
DIPA 05. Analisis untuk masing-masing indikator kinerja pada sasaran

strategis 3 akan dijelaskan berikut ini.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI TAHUN 2025

27



1). Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)
Satuan Kerja Pengadilan

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) adalah ukuran
statistik yang digunakan untuk menilai tingkat profesionalitas pegawai ASN
(PNS dan PPPK). Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)
memiliki 4 (empat) komponen seperti yang diatur dalam Peraturan Badan
Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan
Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, yaitu :

1.Kompetensi (40%)
2.Kinerja (30%)
3.Kualifikasi (25%)
4. Disiplin (5%)

Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara berkisar dari O - 100
dengan kategori:

@1-100 : Sangat T Tinggi
81- 90 : Tinggi
71- 80 : Sedang
61- 70 : Rendah
< 60 : SangatRendah

Dari aplikasi SIKEP Mahkamah Agung RI, yaitu aplikasi berbasis web yang
digunakan di lingkungan Mahkamah Agung Rl untuk mengelola data
kepegawaian diperoleh nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP
ASN) satuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi untuk tahun 2025
sebesar 81,65. Adapun target yang ditetapkan yaitu sebesar 75 sehingga
dapat dihitung capaiannya yaitu

75 x100% = 108,86%
81,65

Untuk perbandingan nilai capaian Kinerja indikator Indeks Profesionalitas
Aparatur Sipil Negara (IP ASN) tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya
tidak dapat dianalisis karena indikator ini baru ada di tahun 2025.

2). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
Satuan Kerja Pengadilan

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah alat ukur yang
ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk menilai
kualitas Kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian
Negara/Lembaga (K/L). Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan
pengukuran kinerja tahun berjalan.
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Dalam Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor
Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja
Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, nilai
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terdiri dari:

a. Revisi DIPA (10%)

b. Penyerapan Anggaran (20%)

c. Penyelesaian Tagihan (10%)

d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA)
e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%)

f. Belanja Kontraktual (10%)

g. Pengelolaan UP dan TUP (10%)

h. Capaian Output (25%)

Nilai IKPA satuan Kkerja dapat dilihat pada aplikasi OM-SPAN (Online
Monitoring-Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara). Aplikasi ini
menyajikan data real-time, monitoring transaksi dan skor indikator kinerja
secara elektronik. Selain OM-SPAN, nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA) juga terintegrasi dalam aplikasi Monev SMART Kementerian
Keuangan.

Dari aplikasi Monev SMART Kementerian Keuangan diperoleh nilai IKPA
Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun 2025 untuk DIPA O1 yaitu
sebesar 96,94 dan DIPA 05 sebesar 96,54. Dengan target sebesar 95 untuk
kedua DIPA sehingga kemudian dapat dihitung capaian untuk masing-
masing DIPA yaitu:

DIPAO1 : _96,94 x100% =102,04% DIPAOS : 926,54 x100% =101,62%
95 95

Untuk perbandingan capaian kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA) tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat
dianalisis karena indikator Nilai IKPA ini baru ada di tahun 2025.

3). Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) adalah indikator kinerja yang
mengukur kualitas implementasi perencanaan anggaran
Kementerian/Lembaga yang berfokus pada indikator seperti Revisi DIPA dan
Deviasi Halaman Ill DIPA, yang menunjukkan seberapa baik satuan Kkerja
menyusun dan mematuhi rencana anggaran dengan tujuan memastikan
efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang diukur melalui sistem
Monev Kementerian Keuangan. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)
merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.
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Dasar hukum dari Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang
Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan, dimana Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)
terdiri dari:
a. Efektivitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:

- Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%)

- Agregasi Capaian IKP Unit Eselon | (25%)

- Agregasi Capaian RO Satker (30%)
b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) satuan kerja dapat dilihat
pada aplikasi Monev SMART Kementerian Keuangan yaitu aplikasi berbasis
web dari Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu yang digunakan untuk
memantau dan mengevaluasi kKinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja.
Aplikasi ini krusial untuk memastikan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas
pengelolaan anggaran negara dengan fitur pelaporan realisasi, capaian
output dan indikator kinerja.

Dari aplikasi Monev SMART Kementerian Keuangan diperoleh Nilai Kinerja
Perencanaan Anggaran (NKPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun
2025 untuk DIPA 01 mendapat nilai 100 dan DIPA 05 dengan nilai 85,49.
Dengan target sebesar 80 untuk kedua DIPA sehingga kemudian dapat
dihitung capaian untuk masing-masing DIPA yaitu:

DIPAO1 : 100 x100% =125% DIPAOS : 85,49 x100% =106,86%
80 80

Untuk perbandingan capaian Kinerja indikator Nilai Kinerja Perencanaan
Anggaran (NKPA) tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat
dianalisis karena indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) ini
baru ada di tahun 2025.

4). Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator Pengelolaan Aset (IPA) adalah indikator kinerja untuk mengukur
kualitas tata kelola Barang Milik Negara (BMN). Nilai Indikator Pengelolaan
Aset (IPA) terdiri dari kumpulan skor berbagai parameter Kinerja
pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang diukur dalam skala 1 - 4 (Buruk
hingga Sangat Baik). Skor ini dihitung berdasarkan 4 (empat) kriteria utama
yaitu:

1. Pengelolaan yang akuntabel dan produktif
2. Kepatuhan terhadap peraturan

3. Pengawasan yang efektif

4. Administrasi yang andal
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Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) merupakan pengukuran kinerja tahun
berjalan. Adapun yang menjadi dasar hukum indikator ini yaitu:
e Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja
Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024
e Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah.

Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja dapat dilihat pada
aplikasi E-Sadewa (Elektronic - State Asset Development and Enhancement
Work Application) yaitu aplikasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
berbasis elektronik yang diluncurkan Mahkamah Agung Rl pada tanggal 8
Desember 2021. Aplikasi ini merupakan transformasi dari SIPERMARI,
berfungsi untuk memantau, mengelola dan mengoptimalkan aset secara
real time di lingkungan Mahkamah Agung RIl. Aplikasi ini bertujuan untuk
meningkatkan kualitas pelaporan aset, memitigasi risiko serta mendukung
transformasi digital dalam pembangunan.

Dari aplikasi E-Sadewa diperoleh Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)
Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun 2025 sebesar 2,975. Dengan
target yang ditetapkan sebesar 3 dapat dihitung capaiannya yaitu:

2,975 x100% = 99,16%
3

Untuk perbandingan capaian kinerja Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)
tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dianalisis karena Nilai
Indikator Pengelolaan Aset (IPA) ini baru ada di tahun 2025.

Adapun target tahun 2025 untuk seluruh indikator kinerja adalah sama
persis dengan target jangka menengah pada Renstra Pengadilan Tata Usaha
Negara Jambi Tahun 2025-2029. Dengan demikian, analisis perbandingan
antara target dan realisasi Kinerja tahun 2025 adalah sekaligus merupakan
analisis perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam Renstra.

Mengenai perbandingan realisasi kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara
Jambi Tahun 2025 dengan standar nasional yang dalam hal ini yaitu target
kinerja Mahkamah Agung dapat dilihat pada tabel berikut ini.
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Tabel 3.9

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan Standar Nasional

. Target
. . N Target PTUN |  Realisasi
No. | Sasaran Strategis Indikator Kinerja Jarmbi PTUN Jambi Ma;:lkamah
gung
1. | Terwujudnya Persentase penyelesaian perkara secara 83% 91,67% 96,46%
peradilan yang tepat waktu
e{(ekttif,btrlansparan,
akuntabe - = :
. Persentase penyediaan/pengiriman salinan
ﬁgggpﬁ'f dan putusan tepat waktu oleﬂ pengadilan 100% 100% 99,97%
' tingkat pertama kepada para pihak
Persentase pengiriman pemberitahuan
Retikan/amar putusan tingkat banding, 100% 100% 91,01%
asasi dan PK secara tepat waktu ole
pengadilan pengaju kepada para pihak
Persentase putusan pengadilan yang 100% 100% 90,11%
diunggah pada Direktori Putusan
Persentase penyelesaian permohonan 96% 100% 39,55%
eksekusi putusan Tata Usaha Negara
Persentase perkara Tata Usaha Negara 100% 100% 95,16%
tingkat pertama dan tingkat banding yang
menggunakan e-Court
2. {\{Ienli(ngtglt(atnyi?_ Indeks  kepuasan  pengguna layanan
ingkat keyakinan :
dan kepercayaan pengaqllan berdasarkan standar layanan 3,68 3.99 3,18
publik yang ditetapkan
3. |Terwujudnya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara . -
manajemen : : :
peradilan yang (IP ASN) satuan kerja pengadilan
transparan dan — -
profesional Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan :
e DIPA D1 95 96,94
e DIPA 05 95 96,54
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran :
e DIPAO1 80 100
e DIPA 05 80 85,49
Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)
3 2915 3,15

satuan kerja pengadilan

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ada 2 (dua) indikator kinerja yang

realisasinya di bawah target Mahkamah Agung yaitu indikator Persentase

penyelesaian perkara secara tepat waktu dan

Pengelolaan Aset (IPA).

indikator

Nilai
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Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tidak terlepas
dari kualitas pelaksanaan anggaran yang selalu diupayakan untuk terus
mendukung tujuan organisasi dalam mencapai sasarannya. Anggaran yang
dikelola dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan mengutamakan
pelayanan yang berkualitas untuk mendukung ketercapaian tujuan
organisasi. Kriteria indikator kinerja dapat dikatakan efisien yaitu jika capaian
Kinerja fisik < capaian Kinerja keuangan. Analisis mengenai efisiensi tiap
sasaran strategis akan dijabarkan dalam tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 3.11
Analisis Efisiensi Sasaran Strategis 1

No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
1. |Persentase penyelesaian perkara secara 83% 91,67% 110,45%
tepat waktu
2. |Persentase penyediaan/pengiriman
salinan putusan tepat waktu oleh 100% 100% 100%
pengadilan tingkat pertama kepada para
pihak

3. |Persentase pengiriman pemberitahuan
petikan/amar putusan tingkat banding, 100% 100% 100%
kasasi dan PK secara tepat waktu oleh
pengadilan pengaju kepada para pihak

4. |Persentase putusan pengadilan yang 100% 100% 100%
diunggah pada Direktori Putusan

9. |Persentase penyelesaian permohonan 96% 100% 104,17%
eksekusi putusan Tata Usaha Negara

6. |Persentase perkara Tata Usaha Negara 100% 100% 100%
tingkat pertama dan tingkat banding yang
menggunakan e-Court

Rata-rata capaian kinerja fisik 96,5% 98,61% 102,44%

Rata-rata capaian kinerja keuangan Rp5.900.555.000 | Rp5.800.381.800 | 98,30%
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Rata-rata capaian kinerja fisik sasaran strategis 1 yaitu sebesar 102,44% dan
rata-rata capaian kinerja keuangan yaitu sebesar 98,30%. Karena capaian
Kinerja fisik lebih besar dari capaian kinerja keuangan (102,44% > 98,30%)
maka dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis 1 terwujudnya peradilan
yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern telah dicapai
secara efisien. Dengan kata lain capaian kinerja fisik sasaran strategis 1 dapat
dikatakan efektif yaitu sebesar 102,44%

Tabel 3.12
Analisis Efisiensi Sasaran Strategis 2

No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Indeks kepuasan pengguna layanan
1. |pengadilan  berdasarkan  standar 3,68 3,99 108,42%
layanan yang ditetapkan

Rata-rata capaian kinerja fisik 3,68 3,99 108,42%

Rata-rata capaian kinerja keuangan Rp5.900.555.000 | Rp5.800.381.800 | 98,30%

Rata-rata capaian kinerja fisik sasaran strategis 2 yaitu sebesar 108,42%
dan rata-rata capaian kinerja keuangan yaitu sebesar 98,30%. Karena capaian
kinerja fisik lebih besar dari capaian kinerja keuangan (108,42% > 98,30%)
maka dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis 2 meningkatnya tingkat
keyakinan dan kepercayaan publik telah dicapai secara efisien. Dengan kata
lain capaian Kinerja fisik sasaran strategis 2 dapat dikatakan efektif yaitu
sebesar 108,42%
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Tabel 3.13
Analisis Efisiensi Sasaran Strategis 3

No. Indikator Kinerja Target Realisasi C?ol;a;a"
0
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara
. (IP ASN) satuan kerja pengadilan 2 el e
g Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
[IfPlgI;z;\tL(;a;n kerja pengadilan : 95 96.94 102,04
e DIPA 05 95 96,54 101,62
3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran :
e DIPAOT \ 80 100 125
o DIPAOS 80 85,49 106,86
4. (Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan 3 2915 99,16
kerja pengadilan
Rata-rata capaian kinerja fisik 1,33 11,26 107,26%
Rata-rata capaian kinerja keuangan Rp5.900.555.000 | Rp5.800.381.800 | 98,30%

Rata-rata capaian kinerja fisik sasaran strategis 3 yaitu sebesar 107,26%
dan rata-rata capaian kinerja keuangan yaitu sebesar 98,30%. Karena capaian
kKinerja fisik lebih besar dari capaian kinerja keuangan (107,26% > 98,30%)
maka dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis 3 terwujudnya manajemen
peradilan yang transparan dan profesional telah dicapai secara efisien.
Dengan kata lain capaian kinerja fisik sasaran strategis 3 efektif yaitu sebesar
107,26%
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Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dilaksanakan
dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat)
komponen, yaitu: Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (30%),
Pelaporan Kinerja (15%) dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%).

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi untuk tahun 2024 mendapat nilai
akuntabilitas kinerja sebesar 79,55 atau BB (Sangat Baik). Nilai ini meningkat
1,15 poin dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2023 Pengadilan Tata
Usaha Negara Jambi mendapat nilai akuntabilitas kinerja sebesar 78,40 atau
BB (Sangat Baik).

Untuk rekomendasi yang disampaikan oleh tingkat banding yaitu
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai evaluator
seluruhnya telah ditindaklanjuti dalam laporan kinerja tahun 2025 ini
Khususnya untuk komponen pelaporan kinerja. Adapun rekomendasi yang
disampaikan oleh evaluator dalam Laporan Hasil evaluasi (LHE) Akuntabilitas
Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi untuk pelaporan
Kinerja yaitu dokumen laporan kinerja agar :

a). Ke depannya satker dapat menyertakan narasi pada Bab Il laporan
kinerjanya bahwa target tahunan sepanjang periode Renstra sama persis
dengan target jangka menengah pada Renstra. Dengan demikian, analisis
perbandingan realisasi kinerja tahunan dengan target jangka menengah
adalah sekaligus merupakan analisis perbandingan realisasi kinerja tahunan
dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.

b). Ke depannya untuk laporan Kkinerja yang disajikan menginfokan
perbandingan realisasi Kkinerja dengan realisasi kinerja di level
nasional/internasional (Benchmark Kinerja) Kkhususnya di lingkungan
peradilan tata usaha negara.

c). Untuk ke depannya tambahkan analisis efisiensi pada laporan Kkinerja
dengan mengacu pada Lampiran Ill Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung
Rl Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Rl dan Badan Peradilan Di Bawahnya.
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C. REALISASI ANGGARAN

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam fungsinya sebagai satuan
kerja instansi pemerintah yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman,
memerlukan anggaran untuk menjalankan kegiatan dalam mendukung
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang bertujuan untuk memberikan
pelayanan hukum kepada para pencari keadilan sesuai asas cepat,
sederhana dan dengan biaya ringan.

Oleh karena itu terdapat 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) yang dikelola oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, yaitu DIPA
01 di bawah Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Rl dengan kode
satker 578839 dan DIPA 05 di bawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dengan kode satker 578840.

DIPA 01 Nomor SP DIPA-005.01.2.578839/2025 tanggal 2 Desember 2024
dengan 1 (satu) program yaitu Program Dukungan Manajemen. DIPA 05
Nomor SP DIPA-005.05.2.578840/2025 tanggal 2 Desember 2024 dengan 1
(satu) program yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.
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DIPA 01
Kode Satker 578839

Realisasi Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun Anggaran
2025 wuntuk DIPA 01 dengan kode satker 578839 adalah sebesar
Rp5.800.381.800,00 (98,30%) dari jumlah anggaran sebesar
RpS5.900.555.000,00. Untuk lebih jelasnya mengenai realisasi anggaran
tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.14

Tabel 3.14
Realisasi Anggaran DIPA 01
Tahun Anggaran 2025
Kode | Uraian Realisasi
Jenis | Jenis Pagu Anggaran . % Sisa Anggaran %
. . Belanja
Belanja | Belanja
Belanja
51 Pegawai Rp4.457.774.000,00 | Rp4.372.697.105,00 | 98,09 | Rp85.076.895,00 |1,91
Belanja
52 Barang Rpl.243.031.000,00 | Rpl.228.265.691,00 | 98,81 | Rpl4.765.309,00 |1,19
Belanja
53 Modal Rp199.750.000,00 | Rpl199.419.004,00 99,83| Rp330.996,00 |0,I7
Jumlah Rp5.900.555.000,00 | Rp5.800.381.800,00 | 98,30| Rpl00.173.200, 00| 1,70
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DIPA 05
Kode Satker 578840

Untuk DIPA 05 dengan kode satker 578840 realisasi anggaran Pengadilan
Tata Usaha Negara Jambi Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar
Rp57.054.632,00 (99,48%) dari jumlah total anggaran sebesar
Rp57.350.000,00. Untuk lebih jelasnya mengenai realisasi anggaran tersebut
dapat dilihat pada Tabel 3.15

Tabel 3.15
Realisasi Anggaran DIPA 05
Tahun Anggaran 2025
f::i: LJJ::lliasn Pagu Anggaran LR % Sisa Anggaran %
SR Belanja 2k

Belanja | Belanja

Belanj
52 B:r:::; Rp57.350.000,00| Rp57.054.632,00 | 99,48| Rp295.368,00| 0,52
Jumlah Rp57.350.000,00| Rp57.054.632,00 | 99,48| Rp295.368,00| 0,52

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, persentase realisasi anggaran
DIPA O1 dan DIPA 05 Tahun Anggaran 2025 Pengadilan Tata Usaha Negara
Jambi mengalami kenaikan. Untuk lebih jelasnya mengenai perbandingan
realisasi anggaran tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat
pada tabel di bawah ini.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI TAHUN 2025

41



Tabel 3.16
Perbandingan Realisasi Anggaran DIPA 01

No. A:;;:;n Pagu Anggaran ijlai:?asi % Sisa Anggaran

I 2021 Rp5.731.235.000,00 | Rp4.762.322.504,00 | 83,09 | Rp968.912.496,00
2. 2022 |Rp4.658.589.000,00 | Rp4.504.595.908,00 | 96,69 | Rpl153.993.092,00
3. 2023 Rp4.119.410.000,00 | Rp4.081.064.823,00 | 99,07 | Rp38.345.177,00
4, 2024 | Rp4.309.734.000,00| Rp4.211.500.925,00 | 97,72 | Rp98.233.075,00
5. 2025 |Rp5.900.555.000,00 |Rp5.800.381.800,00 | 98,30 | Rpl00.173.200,00

Dari tabel di atas terlihat bahwa pagu anggaran DIPA 01 mengalami fluktuasi
dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan belanja gaji yang mengalami
kenaikan dikarenakan jumlah hakim, pegawai dan CPNS yang bertambah dan
juga karena adanya kenaikan tunjangan hakim. Begitu pula dengan realisasi
anggaran DIPA 01 Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi selama 5 (lima) tahun
ke belakang mengalami fluktuasi.
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Tabel 3.17
Perbandingan Realisasi Anggaran DIPA 05

No. A:;;:rr;n Pagu Anggaran I:Za:lai:?:i % Sisa Anggaran
I. 2021 Rp38.000.000,00 | Rp28.655.000,00 75,41 Rp9.345.000,00
2. 2022 Rp36.941.000,00 | Rp35.950.695,00 97,32 Rp990.305,00
3. 2023 Rp37.222.000,00 | Rp35.806.797,00 | 96,20 Rp!.415.203,00
4, 2024 Rp42.710.000,00 | Rp42.200.000,00 98,8l Rp510.000,00
5. 2025 Rp57.350.000,00 | Rp57.054.632,00 99,48 Rp295.368,00

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi anggaran DIPA 05 Pengadilan Tata
Usaha Negara Jambi selama 5 (lima) tahun ke belakang mengalami fluktuasi.
Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi selalu berusaha untuk melakukan
penyesuaian terhadap penggunaan anggaran. Salah satu mekanisme
penyesuaian terhadap penggunaan anggaran tersebut yaitu dengan
melakukan revisi anggaran. Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah agar
penggunaan anggaran dapat menunjang kinerja Pengadilan Tata Usaha
Negara Jambi secara maksimal dengan efektif dan efisien.
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BAB IV
PENUTUP

KESIMPULAN
REKOMENDASI



A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
Tahun 2025 ini menyampaikan capaian kinerja (perfomance result)
yang dibandingkan dengan rencana kinerja (performance plan) dari
core business yang mengacu pada unsur pokok dalam bidang teknis
yudisial di seluruh kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi
meliputi bentuk administrasi perkara yang diproses di Pengadilan Tata
Usaha Negara Jambi. Adapun dari laporan kinerja Pengadilan Tata
Usaha Negara Jambi di atas dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1.Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam sasaran strategis 1
Terwujudnya proses peradilan yang efektif, transparan, akuntabel,
responsif dan modern tahun 2025 telah berhasil mencapai nilai
kinerja di atas target yang sudah ditetapkan untuk semua indikator
Kinerja dengan nilai capaian rata-rata sebesar 102,44%;

2.Untuk sasaran strategis 2 Meningkatnya tingkat keyakinan dan
kepercayaan publik Tahun 2025 Pengadilan Tata Usaha Negara
Jambi juga berhasil mencapai nilai yang melebihi target yang
ditetapkan dimana untuk capaian indikator Indeks kepuasan
pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang
ditetapkan capaiannya sebesar 108,42 %;

3.Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam sasaran strategis 3
Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan
profesional berhasil mencapai target yang ditetapkan kecuali untuk
indikator kinerja Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA). Namun
secara umum nilai kinerja untuk sasaran strategis ini sudah cukup
baik dengan nilai rata-rata capaian sebesar 107,26 %.;

4.Realisasi Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun
2025 cukup baik dan meningkat dari tahun sebelumnya dimana
untuk DIPA 01 dengan pagu sebesar Rp5.900.555.000,00 terealisasi
sebesar Rp5.800.381.800,00 atau 98,30% dan DIPA 05 dengan pagu
sebesar Rp57.350.000,00 terealisasi sebesar Rp57.054.632,00 atau
99,48%.
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B. REKOMENDASI

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi terus berupaya untuk
meningkatkan kualitas laporan kinerjanya dari tahun ke tahun.
Berdasarkan kesimpulan, ada beberapa rekomendasi yang perlu
disampaikan yaitu sebagai berikut:

1.Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai
instrumen kontrol dalam merencanakan, menetapkan dan
mengukur kinerja demi meningkatkan lagi capaian kinerja di tahun-
tahun mendatang;

2.Agar implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) benar-benar efektif perlu direalisasikan sinergitas antara
laporan kinerja dengan laporan keuangan sebagai satu kesatuan,
sehingga kinerja yang dibiayai oleh DIPA benar-benar terukur,
bermanfaat dan akuntabel;

3.Menjadikan laporan Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
Tahun 2025 ini sebagai tolak ukur kinerja untuk meningkatkan lagi
indikator-indikator Kinerja yang belum tercapai dan
mempertahankan capaian indikator yang sudah baik.
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PEMGADILAN TATA LISAHA NEGARA JARMBI

REVIU PERIANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI
Nomor S87/KPTUN.WS-TUN3/RAL.10/X1/2025

Dalam rangka mewujudkan manajeren pemerintahan yang efektif,

transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Mama : Dr, EKQ YULIANTO, 5.H., M.H.

labatan : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Mama AL SYAIFULLAH, 5.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang
Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan
sesual lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan

yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, 27 Movember 2025

Pihak Kedua
Ketua PTTUM Palembang

e

A, SYAIFULLAH, S.H, A0+ Dr. EKO YULIANTO, S.H., M.H.
NIP. 195901091986121001 == NiP, 198007312002121003




NI, 19550109 198612 1 001

REVIU PERIANIAN KINERIA TAHUN 2025
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

-_'."-:,;ﬂlp 198007312002 1003

B _

| Ne Sasaran Strategis l indikator Kinerja Target
1 | Tersujudnya peradilan yang 1.1 Persentase penyelesalan perkara B3
elektil, transparan, akuntabel, secara tepat wakiu
responsif dan modern 1.2 Persentase penyedisan/pengiriman 1008
salinan putusan tepat waktu obeh
pengadilan tingkat pertama kepada
para pihak
1.3 Pertentase pengiriman 100%
pemberitahuan petitkan/amar
putusan tingkat banding. kasasi dan
PE cecara tepat waktu oleh
pengadilan pengaju kepada para
prihak
L4 Persentase putusan pengadilan yang 100%
diunggah pada Direktorl Putusan
1.5 Persentase pemyelesaian 6%
permohonan eksekusl putusan Tata
Usaha Megara
1.6 Persentase perkara Tota Usaha 100%
Megara tingkat pertama dan tinghkat
= banding yang menggunakan e-Court e
2 | Meninghatiya tinghat 2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan | 0%
keyakinan dan kepercayaan pengadilan  berdasarkan  standar |
puble layanan yang ditetapkan |
3 Terwujudnya manajemen 3.1 indeks Profeskonaldas Aparatur Sipil : 7%
peradilan yang transparan dan Megara (P ASN) Satuan  Kerja |
profesional Pangadilan |
3.2 Milal Indikator Kinerja Pelaksanaan | 95
Anggaran  [IKPA)  Satuan  Korja |
Pengadilan
3.3 Milai Kimerja Perencanaan Anggaran BD
i4 Milai Indikator Pengelolaan Asel 3
{IPA) Satuan Kerja Pengadilan |
Eegiatan Anggaran
1. Duksmgan Manajemen Administrac KEesskrotariatan Ap 570050500000
Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Rp 159, 750.000,00
Mahkamah Agung
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara Ap 57.350.000,00
e Jambi, 27 November 2025
pihak Kedua o pihak Pertama
Ketua PTTUN Palembang ,-I-J.."I-“ . ’.\| ua PTUMN jambi
| Il ill : E'r'_.ih:j: 'Ia |-.: I'lll
T U
@vavu' R J. CC,
A SYAIFULLAH, 5.H Wt . Dl EX




KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMEI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

Menimbang

Mengingat

NOMOR 588 /KPTUN. W5-TUN3/SK HK1.2.5/X1 /2025

TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

: n. bahwa dalam rungka melaksanakan Keputusan Ketua

Mahkamah Agung Republik Indonesin  Nomor
168/ KMASE.RALZ ST 2025 Tentang Penctapan
Indikator Kinerja Utama Mahkamah Apung Republik
Indonesta Tahun 2025-2029, maka perdu  dilakukan
peovesuaion  terhadap  Indikator Kinenga  Utama
Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan scbhagaimana

dimaksud dalam hurufl a, perlu menetapkan Keputusan
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tentang
Penctapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan
Tata Usaha Negara Jambi;

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan
Undang-Undang MNomor 3 Tahun 2000 tentang
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor [4 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung;

o Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara sebagumana telah beberapa  kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009 tentang Perubashan Kedua atas Undang-



MENETAPKAN :

KESATU

KEDUA

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistemn
Akuntabilitas Kinena Instans: Pemerintah;

4, Peraturan Presiden MNomor 12 Tahun 2025 tentang
Fencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2025-2029;

3. Peraturan Presiden Nomor B0 Tahun 2025 tentang
Hencana Penyusunan Hencana Strategis dan Rencana
Kerja Kementerian / Lembaga;

&, Peraturan  Menteri Negora  Pendavagunaan  Aparatur
Megara Nomor PER/9M.PAN/S/2007 tentang Pedoman
Umum Penctapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKEAN:

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
JAMBI TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA
UTAMA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI
TAHUN 2025.

Menetapkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha
Megara Jambi Tahun 2025 scbagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tudak terpisshkan dari
keputusan ini.

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara
Jambi Tahun 2025 menjadi acuan Rinerja yvang digunakan
oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi untuk:

a. Menyelaraskan rencana strategis;

b. Menetapkan rencana kinerja tahunan;

¢. Menyampaikan rencana kerja dan anggaran;

d. Menyusun dokumen penetapan kerja;

e. Menvusun laporan akuntabilitas kinerja; dan

i. Melakukan evaluasi pencapaian kerja.



KETICGA

KEEMPAT

Dalam rangka lebith meningkatkan efektifitas pelaksanaan
capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, maka
perlu melakukan reviu atas capaoan kinerja Pengadilan Tata
Usaha Nepara Jambi untuk lebih meovelaraskan  isu
strotegis di bngkungnn Pengadilan Tata Usaha Negara Jamba
agar tetap memiliki indikator kKinerja vang valid dan dapat
diperpunakan dalam mengatur kinerja dan pengendalian
pelaksanaan program dan kegiatan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan  ketentuan apabila di kemudian  hari  terdapat
kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 27 November 2025




Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
Nomor : SBE/KPTUN, W5-TUN3/SK.HK1.2.5/X1/2025
Tanggal : 27 Movember 2025

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI TAHUN 2025

Tujuan 1 : Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian,
se

1. | Terwujudnya 1.1 Persentase Panitcra Laporan
Peradilan yang Penyelesaian —ﬁ;&tﬁﬂw_ﬁﬁﬂﬁiw.ﬂwﬂ x 100% Bulanan
Efelif Perkara secara dan
Rmmptftﬂ- tepat waktu Catatan : '[L:hp:f;nn
R:umf: _f;j " 1. Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara
M;P:mw . tepat waktu yaita penyelesaian perkara sejak

mendapatkan nomor register hingga perkara diminutasi
2. Jumlah perkara yang disclesaikan dengan perkara vang
harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang
masuk)
3. Jumlah perkara yang ada = juminh perkara yang diterima
tabun berjalan ditambah sisa perkara tabun sebelumnya

Dasar Hukum :

+ SEMA MNomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014
Tentang Penvelesatan  Perkara di Pengadilan  Tinglkat
Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Linghkungan
Peradilan

+  Peraturan perundang-undangan atay  kebijakan terkait
yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara

1.2Persentase Panitera Laporan
penyedianm/ Jumilsh Sallnsn Futusen yaog tersedia/d0drimban kepada para Bué:;m
pengiriman pihak secars tepat wakta 100%
salinan putusan Jamiah Parkara yang dipatus = Laporan
tepat waktu oleh e
pengadilan tingkat
pertama kepada | Catatan: . .
para pihak Kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan

tersecianya  Salinan  putusan pada SIP  (Sistem Informasi
Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang
waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja,

1.3Persentase Panitera Laporan
pengiriman Bulanan dan
. Jumlab pemberitahuan petikan ataw amar putusan tingkat banding,
pen:tbcrnahuan kasanl dan PK yang disampaikan kepads pars pihak secars (epat wakiy Gl 'Il‘?nﬂr::
peukim,mmar Jumlah petlkan ataw amar putesan banding, kasasl dan FK yang
putusan timgkat diterims pengadilan pengaju

banding, kasasi
dan PK secara
tepat waktu oleh Catatan :

pengadilan Kinerja pemberitahuan  isi  putusan perkara TUN  secara
pengaju kepada konvensionalfelektronik/sural  tercatat  dengan  penjelasan
para pihak scbagai berikut:

a. Kinerja pemberitnhuan  isi  putusan dengan  metode
pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi
putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikinimkan
melalui domisili elekironik para pihak:

b, Kinerja pemberitahvan st putusen  melalui  sarat
tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi
putusan  diterima pengadilan  pengaju  sampai dikirim
kepada para pihak.




1.4 Persentase Panitera Laporan
putusan Bulanan dan
pengndilanyang | ——SSglmsidmbpatieie. Laporan
diungegah pada
direktori putusan

Catatan :

Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan
tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada
direktor putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi.
Dasar Hukum :

Surat  Keputusan Ketun Mahkamah Agung Nemor 2-
144 /KMA/SK/VIN/ 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi
Publik di Pengadilan

1.5Persentase Panitera Laporan
penvelesaian Jumlsh P‘:ﬂﬂﬂ;«::m.l putusan tala oahas Bulanan dan
permohonan " Jumlah putasan tats waaha REEArE yang dbmohonkan eksekanl x 190% Laporan
cksekusi putusan Tahunan
tata usaha negara

Catatan :
Permohonan eksekusi vang diselesaikan meliputi;
@, Berhasil dilaksanakon elsekusi;
Eksekusi vang dilaksanakan sebelum terbitnya
penetapan Ketua (eksckusi otomatis)
= Eksckusi yang dilaksanakan setelah penetapan KEetua
(eksekusi upaya paksa)
Ekschkusi sampan pada bersurat kepada Presiden dan
Lembuaga Perwakilan Rakyat
b. Dicabut; dan
c. Dicoret dari register termasuk non execufable
1.6 Persentase perkara Panitera Laporan
tata usaha negara A PAATL LN weth A Hophat pitiam dan gy Bulanan dan
. ukan menggunakan e-Court
tingkat pertama Jumiah thrl tata usaha negars tingkat pertama dan tingkat Laporan
dian tingkat banding yang disjukan = 1oors Tahunan
banding yang
menggunakan e- Catatan :
Court Jumlah perkara tata usaha negara yang mengajukan upaya
hukum banding meliputi jumlah perkara tata usaha negara yang
mengajukan upaya hukum banding secara elektronik melalui e-
Court dan perkara tata usaha negara vang mengajukan upaya
hukum banding secara konvensional
Meningkatnya | 1.1Indeks  Kepuasan Panitera dan Laporan
Tingkat pengguna layanan Sekretaris Bulanan
Keyvakinan dan pengadilan I Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan I dan
Keparcayaan berdasarkan Laporan
Publik Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat Tahunan

standar  layanan
vang ditetapkan

pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan
kriteria sebagal berihout ;

1. Persyaratan;

2. Sistem, mekanisme dan prosedur;

3. Waktu penyelesaian;

4. Biaya/tarif;

5. Produk spesifikasi jenis pelayanan;

6. Kompetensi pelaksana;

7. Perilaku pelaksansa;
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
9. Sarana dan prasarana.

Pengukuran indeks meliputi layanan sehagai berikut
1. kepuasan  pengguna layanan  pos  bantuan  hukam
[posbakumy);

2. Kepuasan pengeguna lavanan  sidang di  luar gedung




pengadilan;

3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara
(prodeo);

4. Kepuasan para pihak dalam perkora perempuan berhadapan
dengan hukum;

5. Kepuasan para pihak dalam perkara penvandang disabilitas
berhadapan dengan hukum,

Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya:
1. Pelayanan administrasi persidangan;
2. Pelayanan bantuan hukum;
3. Pelayanan pengaduan;
4. Pelayanan permohonan informasi.

Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang Transparan dan Profesional

Terwujudnys 3. 1ndeks Catatan ; Sckretaris Laporan
Manajemen Profesionalitas Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdin Tahunan
Peradilan yang Aparatur Sipil dari : :
'I“rmaparm] Negara (1P ASN) 1. Kompetensi (40%)
dan Profesional :3 tgnr 1 Kerja 4 2. Kinerja [30%)
Pzn‘::dﬂ 473 3. Kualifikasi (25%)
4. Disiplin {5%)
Dasar Hukum :
Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019
3.2Nilai Indikator Catatan : Sekretans Laporan
Kinerja Nilai Kinena Pelaksanaan Angegaran terdin dari: Bulanan,
Pelaksanaan a, Revisi DIPA (10%) Semester,
Angaran (IKPA] b. Penyerapan Anggaran {209) Triwulan dan
Satuan Kerja ¢. Penyelesaian Tagihan [10%) Tahunan
d. Dispensasi SPM imenjadi penpurangan nilai IKPA)
Pengadilan . Deviasi Hal. 3 DIPA (15%)
. Belanja Kontrakiual {10%)
g Pengelolaan UP dan TUP (10%)
h. Capaian Cutput (25%)
Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran
kinerja tahun berjalan.
Dasar Hukum :
Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Kewangan Nomor
Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian  Indikator
Kinerja Pelaksanman Anggaran Belanjin Kementerian
Negara/ Lembaga
3.3 Nilai Kinerja Catatan : Sekretaris Laporan
Perencanann Nilai Kinerja Perencanann Anggaran : Bulanan,
Anggaran a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: Semester,
Capaian Indikator Sasaran Strategis K/ L [25%) Triwulan dan
- Agregasi Capaian IKP Unit Esclon [ (25%) Tahunan
Agregasi Capatan RO Satker (30%)
b, Efisiensi 25% yaitu agregasi nilad efisiensi sather
Nilai  kinerja  perencanaan anggaran merupakan  pengukuran
kinerja tuhun berjalan
3.4 Nilai Indikator Catatan : Sekretaris Laporan
Pengelolaan Aset Indeks Pengelolnan  Aset adalah  indikater  kinega  untuk Tahunan
(IPA) Satuan Kepja | Mengukur kualitas tata kelola barang milik negara, agli:uai E-
: adews,
Penigadilan Nilai Indeks Pengelolaan Asct merupakan pengukuran kinerja SIMAN,
tahun berjalan, MonSAKTI dan
Laporan
Dasar Hukum : Realisasi
» Keputusan Menten Keuangan Nomeor 112 fEM.G/2024 tentang Anggaran

Kinerja Pengelolann Barang Milik Negara Tahun 2024

# Peraturan  Pemerintah  Nomor 28 Tahun 2020 tentang
perubshan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Ditetapkan di Jambi
'ada tanggal 27 November 2025

A PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI,




RETUA PERGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

NOMOR 328/ KPTUN.W5-TUN3/SK.HK1.2.5/V1ll,2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN

LAPORAN KINERJA INSTANS! PEMERINTAH (LKjIF) TAHUN 2025
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

Menimbang

nnnnnnnnn

a. bahwa dengan adanya mutasi Ketua Pengadilan Tata

Usaha Negara Jambi ke Pengadilan Tata Usaha Negara
Pontianak an. Andr Swasono, S.H, M.EKn,, NIP.
197608032001121001 dan  mutasi  Wakil Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin  menjadi
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi an, Dr, Eko
Yulianto, S.H., M.H. NIP. 198007312002 121003 sesual
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor
110/KMA /SE.KPS. L3/ VI 2025 tentang Pemberhentian,
Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Ketua,
Wakil Ketua, dan Hakim di Lingkungan Peradilan Tata
Usaha Negara maka perlu ditetapkan keputusan vang
baru tentang Pembentukan Tim Penyvusun Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 pada
Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;

bahwa dalam rangka melaksanaknn Peraturan Menteri
Negara Pendavagunann Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cam Reviu
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan
kevakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan
data/informasi kinerja yang berkualitas;

st uaasnsass & -




+='-|-

o bahwa mereka  yvang namanya  tercantum  dalam
Hw:mhﬂdipundmsmhpdnnmpu untuk
melaksanakan 1ugas ini;
bahwa  berdasarkan  pentimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, b dan ¢, perlu menetapkan
Ewmmﬁﬂmmmmumﬂwﬂmu
tentang Hmhmlukm'l’tnl‘mwmn Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIF) Tahun 2025 pada Pengadilan
Tata Usiaha Negara Jambi.

. Undang-Undang Rl Nomor 14 Tahun 1985 tentang
‘Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa  kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nemor 3 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tala Usaha H:ﬂﬂl mm telah hcbum kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentong Peradilan Tata Usaha

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025,

. Pertumn  Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerfa Instonsi Pemerintah;
Perntummn Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Desain Belormasi Birokrasi 20010-2025;
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; |
Pernturan  Presiden Nomor 18 Tahun ﬂmﬂ tentang
Rencana  Pembangunan Jangkn Menengah Nasional
Tahun 2020-2024;

Pemiturmn  Mahkamah ﬁlung Nomor 7 Tahun 2015
lentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniternan dan
Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah bebempa




-
Hmmm&mhﬂmmM
Nomor 9 Tahun WH t-:nuumhnhm H-:Huum
Peraturan Mahkamah Agung Nemor 7 Tahun 2015
entnng Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretaratan Peradilan;

10, Peraturan  Menteri Hlﬂ.ri Pendavagunaan lpum.l:ltr
Negara Hm:rr FER!N}H.PAHHHM Tahun m
mmmlmwmmmm

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
mmmwmmmmm

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
KINERJA INSTANS! PEMERINTAH (LKjIF) TAHUN 2025 PADA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

: Mencabut dan  menyatakan  tidak  berlaku  lagi  surat
hmuumn Ketua &nﬁdﬁn Tata Usaha Negarn Jambi
Nomor 25/KPTUN,W5-TUN3/SK.HK1.2.5/1/2025 tanggal 6
Janunrd 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Lapomn
Kinerjn Instansi Pemerintah  (LEjIP) Tohun 2024  pada

: Membentuk Tim Penyusun Laporan  Kinerja  Instansi
Pemerintah (LEIM Tahun 2025 pada Pengndilan Tata Usaha
Negars Jambi dengan susunan  sebagaimana  tercantum
dolam  Lampican | dan merupakan  baglan  yang  tidak
terpisahikan dari keputusan inl.

1 Tim Penyusun menjalankan tugss sesuni dengan amhon




e
{ Memerintahkan  kepada  masing-masing  tim  untuk

mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan
mmaump-ldmnnhuhuunmmﬂnﬂn:aﬁﬁ

dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tata
Joahia Hegera Jazibi Tahuin i —

: Keputusan ini mulai berlaku sejak  tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat
mmwnﬁ.mwm
gl —

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025
© PADA PENCGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

Nama dan NP

Pangkat /
Gol. Ruang

slabatan

2
Dr. Eko Yulianto, S.H., M.H.
MNIT. 1OSO0TIN 120021 21003

Pembina
Ueama Muda
/el

NIP. 1075 10022002 1 22002

Pembina
Tinghat |
i

NIP. 196507 142022032014

Pennta Muda
{1

Nyimas Olivia Rachmania, S.H.
NIP. 100804 102022032003

(LR

Rizki Ananto, S.E.
NIP. 1980 1022200604 1005

" Pembina
v /)

Danicl Fiasibolan Siagan, 5.1,
NI, 19670918 1996031004

Pembana
i/ a)

[ Ferra Sari, 8T,
NIP. 1980051 72006042005

Penata Tk. |
mydy

Yoshinta Mage, 5.1, M.11,
M. :mmim

Penata Tk. 1
/e

ieru
NIP. 19

Eﬂﬂ’lml'l_l}ﬁ

Penats Muda
The 1101/ b)

Ovi Hanifuh, S.H.
NIP. 19661 109202203201 7

Penata Muda
L

Puspa Dwini Putr, 5.H.
NIP. 199612062022032012

Pennta Muda

Tin Rahmawati, S.H., M.FL
NIP. 1970041 3 1990032004

I-h.m'l_:iu

Mayn Sart, 8.E., M.H.
NIP. 19870323201 1012020

Pembina
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LAMPIRAN I

Keputusan Ketun Peagndilan Tata Usalun Segaga Jambi
Moo :mfmtﬁm,{mijﬂm
Tanggal :4 Agustus 2005

TUGAS TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

JABATAN

Penanggung Jawaly

| Hetwa




FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

MO, PERNYATAAN CHECK LIST

1. Format 1. Laporan Iﬂl:iﬁ: (LKj)  telah
| menampilkan data penting [P

2. Lkj telah menyajikan informasi

| target kinerja i

3. Lkj telah  menyajikan  capaisn

kim P memadad

L B = B (-

2. Mckanisme | 1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang
PERYUSUENAN memiliki tugas fungsi untuk it
2. Informasi yang disampaikan dalam

LEKj telah didukung dengan data

|___yang memadai

3. Telah  terdapat  mekanisme v
penyampainn  data dan informnsi
dari unit kerya ke unit penyusun LKj

4. Telah ditetapkan penanggung jawab v
penpumpulnn  dutefinformasi i

____setiap unit kerja

a
|
|

2, sasaran dalam LK) telah ¥
welarns i
A Jikn butir 1 dan 2 jawabannya v

ticlak, maka tercda
pal  penjelnsan

4. Tujuan/sasaran dalam LK) telah v
‘mﬁﬁmpidm!m l'Il

dalam Indikator Kinerja




5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah J
sesuai  dengan tujuan/sasaran
dalam Indikator Kinerja Utama

6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya v
tidak, maka terdapat penjelasan
yang memadai

7. Telah terdapat perbandingan data v

__kinerja dengan tahun lalu

8. IKU dan IK telah cukup mengukur v
tujuan/sasaran ]

9, Jika “tidak™ telah  terdapat J
penjelasan yvang memadai

10. IKU dan IK telah SMART v

Jambi, 5 Februari 2026

ﬂkt_,ava;!‘{nm imasari, 5.}

R ’

NIP-197510022002 122002




PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

BULAN JANUARI
Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala /
No. = Sasaran Keglatan Indikator Target Realisasi Capalan Solusi yang Dilaksanakan dalam
Mencapai Target !
1 2 3 a 5 6 7
1. | Terwujudnya 1.1 Persentase penyelesaian sudah dilaksanakan melebihi target yang sudah
Peradilan yang Efektif, perkara secara tepat wakiu 83% 100% 120,5% ditetapkan
Transua:an. g 1.2 Persentase
Akuntabel, Responsi penyediaan/pengiriman y .
dan Madern salinan putusan tepat waktu 100% 100% 100% Sudah dilaksanakan sesuai target yang sudah
oleh  pengadilan  tingkat ditetapkan
pertama kepada para pihak |
1.3 Persentase pengiriman |
pemberitahuan
petikanfamar putusan
tingkat banding, kasasi dan 100% 0% /A Belum bisa dihitung karena realisasi nihil
PK secara tepat waktu oleh
pengadilan pengaju kepada
para pihak [
1.4 Persentase putusan Sudah dilaksanakan sesual target yang sudah |
pengadilan yang diunggah 100% 100% 100% ditetapkan
pada Direktori Putusan
1.5 Persentase penyelesaian
permahonan eksekusi 96% 0% /A Belum bisa dihitung karena realisasi nihil
putusan Tata Usaha Negara |
1.6 Persentase perkara Tata |
Usaha Negara tingkat Sudah dilaksanakan sesuai target yang sudah
pertama dan tingkat banding 100 100w Toow ditetapkan
yang menggunakan e-Court |
2. | Meningkatnya Tingkat | 2.1 Indeks kepuasan pengguna |
Keyakinan dan layanan pengadilan Belum bisa dihitung karena kegiatan dilakukan
i 3,68 - . £
Kepercayaan Publik berdasarkan standar layanan | per triwulan
yang ditetapkan = | = =
] Kegiatan / Upaya / Strategl / Kendala /
No. | Sasaran Keglatan Indikator Target Realisasi Capaian Solusi yang Dilaksanakan dalam
Mencapai Target
Terwujudnya 3.1 Indeks Profesianalitas
Manajemen Peradilan Aparatur  Sipil Negara (IP 75 N/A Bealum bisa dihitung karena nilal baru muncul di
yang Transparan dan ASN) satuan kerja akhir tahun
Profesional pengadilan
3.2 Nilai Indikator Kinerja
Pelaksanaan Anggaran
| (IKPA)  satuan  kerja
1 pengadilan: |
I T 1
. DIPADL a5 100 105.26 Sudah dilaksanakan melebihi target yang sudah
ditetapkan
. DIPAQDS a5 100 105,26 Sydah dilaksanakan melebihi target yang sudah
ditetapkan
| 3.3 Nilai Kinerja Perencanaan
l Anggaran:
" Belum bisa dihitung karena nilai baru muncul di
|— - DIPADL 80 N/A akhiFtahin
- DIPADS a0 ) N/A Belum bisa dihitung karena nilai baru muncul di
akhir tahun
| 3.4 Nilai Indikator Pengelolaan 3 ;
Aset (IPA) satuan kerja 3 . N/ Belum bisa dihitung karena nilai baru muncul di
akhir tahun
pengadilan

Jambi, 23 Januari 2026
tua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi,

A L Del o Yulianto, 5.H., M.H
WIP! 198007312002121003

e



PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

BULAN FEBRUARI
Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala /
No. | Sasaran Kegiatan Indikator Target Realisasi Capaian Solusi yang Dilaksanakan dalam
Mencapai Target
1 2 3 | 4 5 [ 7
1. | Terwujudnya 1.1 Persentase nyelesaian ihi
Peradi:an v:rln.g Efektif, perkara secara l::a:waktu il 2007 120,5% :"::::;:‘I;ksanakan dadibi b |
Transparan, 1.2 Persentase |
Akuntabel, Responsif i i
dan Modern ::i?::: '::?:g:ﬁ::::l“t i 100% 100% 100% Sudah dilaksanakan sesuai target vang sudah I
cleh  pengadilan  tingkat dhetapkan
pertama kepada para pihak
1.3 Persentase pengiriman
pemberitahuan
petikan/amar putusan 3 .
tingkat banding, kasasi dan | 100% 100% ioos:  |Fudehdinkianakansesual target yang siadah
PK secara tepat waktu oleh ditetapkan
pengadilan pengaju kepada
para pihak
1.4 Parsentase putusan Sudah dilaksanakan sesuai target yang sudah
pengadilan yang diunggah 100% 100% 100% ditetapkan
pada Direktari Putusan |
1.5 Persentase penyelesalan 1
permohonan eksekusi 96% 100% 104,17% | Sudah dilaksanakan melebihi target yang sudah
putusan Tata Usaha Negara | ditetapkan
1.6 Persentase perkara Tata |
Usaha MNegara tingkat Sudah dilaksanakan sesuai target yang sudah
| pertama dan tingkat banding L00% i00% | 100% ditetapkan b ’
yang menggunakan e-Court
2. | Meningkatnya Tingkat | 2.1 Indeks kepuasan pengguna |
Keyakinan dan layanan pengadilan 368 . Belum bisa dihitung karena kegiatan dilakukan
| Kepercayaan Publik berdasarkan standar layanan | b per triwulan
- yang ditetapkan | o .
Keglatan / Upaya / Strategi / Kendala /
No. | Sasaran Kegiatan Indikator Target Realisas! Capaian Solusi yang Dilaksanakan dalam
3. | Terwujudnya 3.1 Indeks Profesionalitas |
[ Manajemen Peradilan Aparatur  Sipil Negara [IP | 75 ) | N/ Belum bisa dihitung karena nilai baru muncul di [
| yang Transparan dan ASNj satuan kerja | akhir tahun |
Profesional pengadilan | |
3.2 Nilai Indikator  Kinerja | |
Pelaksanaan Anggaran |
{IKPA) satuan kerja
pengadilan: |
| Mengoptimalkan Lagi nilai untuk indikator
DIPAO1 a5 94,53 99,50 Capalan Dutput
. DIPADS g5 100 105,26 Sl_.rl:iah dilaksanakan melebihi target yang sudah
ditetapkan
3.3 Milal Kinerja Perencanaan
Anggaran:
. DpiPAOL %0 /A Bell.ljm bisa dihitung karena nilai baru muncul di
akhir tahun |
Belum bisa dihitung karena nilai baru muncul di
e i A akhir tahun
4 :ll:ti IT;:TO:&:‘::EQT::: 3 ) /A Belum bisa dihitung karena nilai baru rmuncul di
H akhir tahun
pengadilan

ambi, 23 Januari 2026




PENGUKURAN CAPAIAN KINERJIA TAHUN 2025
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

BULAN MARET
, iy ¥ B , i Kegiatan / Upaya / Strategl / Kendala /
No. | Sasaran Kegiatan indikator Target Realisasi Capaian Solusi yang Dilaksanakan dalam
Mencapai Target
1 2 3 4 5 6 7
1. | Terwujudnya 1.1 Persentase penyelesaian B 259 90,36% Mengoptimalisasikan lagi pelaksanaan court
Peradilan yang Efektif, perkara secara tepat waktu * calender terutama kepada para pihak
Transparan, 1.2 Persentase
Akuntabel, Responsif penyediaan/pengiriman
dan Madem salinan putusan tepat waktu | 100% 100% joos | desncinksanaken seausl target yang sudeh
oleh pengadilan  tingkat ditetapkan
pertama kepada para pihak
1.3 Persentase pengiriman
pemberitahuan
petikan/amar putusan ' X
tingkat banding, kasasi dan |  100% 100% 100% :‘.f':";:':"““a“a“ sesual target yang sudah
PK secara tepat waktu oleh ERa el
pengadilan pengaju kepada
para pihak
1.4 Persentase putusan Sudah dilaksanakan sesuai target vang sudah
pengadilan yang diunggah 100% 100% 100% ditetapkan
pada Direktori Putusan
15 Persentase penyelesaian
permahanan eksekusi 6% 100% 104,17% Sudah dilaksanakan melebihi target yang sudah
putusan Tata Usaha Negara ditetapkan
16 Persentase perkara Tata
Usaha  Negara  tingkat Sudah dilaksanakan sesuai target yang sudah
pertama dan tingkat banding 100% % 300% ditetapkan
¥ang menggunakan e-Court
2. | Meningkatnya Tingkat | 2.1 Indeks kepuasan pengguna
Keyakinan dan layamnan pengadilan 168 398 10815 Sudah dilaksanakan melebihi target yang sudah
Kepercayaan Publik berdasarkan standar layanan ' ! ! ditetapkan
yang ditetapkan
Keglatan / Upaya / Strategi / Kendala /
No. | Sasaran Keglatan Indikator Target Realisasi Capai Solusi yang Dilaksanakan dalam
Mencapai Target
3. | Terwujudnya 3.1 Indeks Profesionalitas
| Manajemen Peradilan Aparatur Sipil Negara (IP 75 ) HJA Belum bisa dihitung karena nilai baru muncul di
yang Transparan dan ASN) satuan kerja | akhir tahun |
Profesional pengadilan
3.2 Nilai Indikator  Kinerja
Pelaksanaan Anggaran
(IKPA) satuan kerja |
pengadilan: |
Mengoptimalkan lagi nilai untuk indikator
- DIPADL a5 91,25 96,05 Capaian Output
. DIPADS a5 93,75 98,68 Mengopllmali:an lagi milai untuk indikator
Capaian Output
3.3 Nilai Kinerja Perencanaan
Anggaran:
Befjum bisa dihitung karena nilai baru muncul di
DIPA D1 B0 A akbir tabuii
Belum bisa dihitung karena nilai baru muncul di
DIPA A
o 50 M akhir tahun
3.4 Nilal Indikator Pengelolaan 2 s
Asst (IPA) satuan ketja 3 0/A Belum bisa dihitung karena nilai baru muncul di
akhir tahun
pengadilan
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PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

BULAN APRIL
e ) e _ Keglatan / Upaya / Strategl / Kendala /
Na. | Sasaran Keglatan Indikator Target Realisasi Capaian Solusi yang Dilaksanakan dalam
1 2 3 4 5 6 7
1. | Terwujudnya 1.1 Persentase penyelesaian Sudah dilaksanakan sesuai target yang sudah
Peradilan yang Efektif, perkara secara tepat waktu B3% 83,33% 100,39% ditetapkan
Transparan, 1.2 Persentase
Akuntabel, Responsif . i
' penyediaan/pengiriman i
dan Modern salinan putusan tepat wakiu 100% 100% [ 100% Sudah dilaksanakan sesuai target yang sudah
x ditetapkan
oleh  pengadilan  tingkat |
pertama kepada para pihak
1.3 Persentase pengiriman
pemberitahuan
petikan/amar putusan
tingkat banding, kasasi dan 100% 100% 100% S‘udah siakssiakan sesual wrget g sudah
| ditetapkan
PK secara tepat waktu oleh
pengadilan pengaju kepada
_para pihak
1.4 Persentase putusan | Sudah dilaksanakan sesual target yang sudah
pengadilan yang diunggah 100% 100% 100% ditetapkan
pada Direkrori Putusan
1.5 Persentase penyelesaian
permohonan eksakusi 96% 100% 104,17% Sudah dilaksanakan melebihi target yang sudah
putusan Tata Usaha Megara ditetapkan
1.6 Persentase perkara Tata
Usaha Negara tingkat Sudah dilaksanakan sesuai target yang sudah
pertama dan tingkat banding 100% 100% ks ditetapkan
| yang menggunakan e-Court
2. Meningkatnya Tingkat I 2.1 Indeks kepuasan pengguna
Keyakinan dan | layanan pengadilan 268 ; Belum bisa dihitung karena kegiatan dilakukan
Kepercayaan Publik berdasarkan standar layanan ' per triwulan
| yang ditetapkan = =
_ _ _ ; - F Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala /
No. | Sasaran Kegliatan Indikator Target Realisasi Capalan Solusi yang Dl!l_hgnlkm dalam
Mencapai Target
3. | Terwujudnya 3.1 Indeks Profesionalitas
Manajemen Peradilan Aparatur  Sipil Negara (IP 75 | N/A Belum bisa dihitung karena nilai baru muncul di
yang Transparan dan ASN) satuan kerja | akhir tahun
Profesional pengadilan 1
3.2 Nilai Indikator  Kinerja
. Pelaksanaan Anggaran
(IKPA) satuan kerja
| pengadilan:
| Mengoptimalkan lagi nilai untuk indikater
| - DIPADL 95 54 54 Penyerapan Anggaran dan Capaian Output
. Mengoptimalkan lagi nilai untuk indikator
DIPA DS 95 7,79 81,88 | Penyerapan Anggaran dan Capaian Output
3.3 Nilal Kinerja Perencanaan
Anggaran:
. DIPAOL 80 . N/A Belum bisa dihitung karena nilai baru muncul di |
akhir tahun
DIPA 05 . N/A I!elt_:rn bisa dihitung karena nilai baru muncul di
| akhir tahun
3.4 Nilai Indikator Pengelolaan | S 7
| I
Aset (IPA) sstusn kerjs | ) N/A Belum bisa dihitung karena nilai baru muncul di
" akhir tahun
pengadilan |
Jambi, 23 Januari 2026
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PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

BULAN MEI
_ Il Kegiatan / Upaya / Strateg) / Kendala /
Mo. | Sasaran Keglatan Indikator Target Realisasi Capaian Solusi yang Dilaksanakan dalam
1 2 3 4 5 6 7
1. | Terwujudnya 1.1 Persentase penyelesaian Sudah dilaksanakan melebihi target yang sudah
Peradilan yang Efektif, perkara secara tepat waktu 1%k L ARALE ditetapkan
Transparan, 1.2 Persentase |
Akuntabel, Responsif penyediaan/pengiriman
il i t dah
dan Modern salinan putusan tepat waktu 100% 100% 100% 3}1‘::: ::I;ksanakan sesuai target yang sudal
oleh  pengadilan  tingkat F
pertama kepada para pihak |
1.3 Persentase pengiriman |
pemberitahuan
petikan/amar putusan " ;
Sudah dilaksanak ai target yang sudah
tingkat banding, kasasi dan |  100% 100% o | MR R
PK secara tepat waktu oleh
pengadilan pengaju kepada
para pthak |
1.4 Persentase putusan | Sudah dilaksanakan sesuai target yang sudah
pengadilan yang diunggah 100% 100% 100% ditetapkan
pada Direktori Putusan
1.5 Persentase penyelesaian
permohanan eksekusi 96% 100% 104,17% Belumn bisa dihitung karena realisasi nihil
| putusan Tata Usaha Negara
1.6 Persentase perkara Tata
Usaha Negara tingkat Sudah dilaksanakan sesuai target yang sudah
100%
pertama dan tingkat banding 200% 100% ditetapkan
___yang menggunakan e-Court
2. | Meningkatnya Tingkat | 2.1 Indeks kepuasan pengguna
Keyakinan dan layanan pengadilan 168 Belum bisa dihitung karena kegiatan dilakukan
Kepercayaan Publik berdasarkan standar layanan ] per triwilan
__yang ditetapkan =
¥ . . Keglatan / Upaya / Strategi / Kendala /
No. | Sasaran Kegiatan Indikator Target Realisasi Capaian Solusi yang Dilaksanakan dalam
Mencapai Target
3. Terwujudnya 3.1 indeks Profesionalitas
| Manajemen Peradilan Aparatur Sipll Megara (IP 75 ; N/A | Belum bisa dihitung karena nilai baru muncul di
yang Transparan dan ASN) satuan kerja - akhir tahun
| Profesional pengadilan
3.2 Nilai Indikator Kinerja
Pelaksanaan Anggaran
[IKPA) satuan kerja |
pengadilan:
Mengoptimalkan lagi nilai untuk indikator
= BRa;m = sl il Penyerapan Anggaran dan Capaian Output
Mengoptimalkan lagi nilai untuk indikator
* BibAGS 8= 235 sos Penyerapan Anggaran dan Capaian Output
3.3 Nilai Kinerja Perencanaan
Anggaran:
. DiPADL 80 2 N/A :::::\:nhl::zdlhltung karena nilai baru muncul di
Belum bisa dihitung karena nilai baru muncul di
¢ DIPADS 80 WA akhir tahun
3.4 Nilal indikator Pengelolaan : . e [
i
Aset (IPA) satan kerja 3 N/A ::L?rn::r::‘dlhuung karena nilai baru muncul d !
pengadilan ||




PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

BULAN JUNI
|
\ Kegiatan / Upaya [ Strategi / Kendala /
No. | Sasaran Kegiatan Indikator Target Realisasi Capalan Solusi yang Dilaksanakan dalam
Mencapal Target |
|
2 3 | 4 5 3 7
1. | Terwujudnya 1.1 Persentase penyelesaian | Sudah dilaksanakan melebihi target yang sudah
Peradilan yang Efektif, perkara secara tepat waktu 3% 81.82% 98.57% ditetapkan |
I’:”SP‘:“I"EM ; 1.2 Persentase | |
untabel, Respons B i
penyediaan/pengiriman z :
dan Modern salinan putusan tepat wakty 100% | 100% 100% :::::: lii;:ltsa nakan sesuai target yang sudah
oleh  pengadilan  tingkat i
pertama kepada para pihak | |
1.3 Persentase pengiriman | |
pemberitahuan |
petikan/amar putusan 3 3
tingkat banding, kasasi dan | 100% 100% 100% :::':i: ‘;';:"’a Atk Ses aret yeng sudah
PK secara tepat wakiu oleh a4
pengadilan pengaju kepada
para pihak
14 Persentase putusan Sudah dilaksanakan sesuai target yang sudah
pengadilan yang diunggah 100% 100% 100% ditetapkan
| pada Direktori Putusan !
15 Persentase  penyelesaian |
| permohonan eksekusi 96% 100% 104,17% Sudah dilaksanakan sesuai target yang sudah |
putusan Tata Usaha Negara ditetapkan
| 1.6 Persentase perkara Tata
Usaha Negara tingkat Sudah dilaksanakan sesual target yang sudah
‘ pertama dan tingkat banding 100% 100% 100% ditetapkan ‘
yang menggunakan e-Court |
2. | Meningkatnya Tingkat | 2.1 Indeks kepuasan pengguna | |
Keyakinan dan layanan pengadilan 168 3.88 108.15 Sudah dilaksanakan melebihi target yang sudah
Kepercayaan Publik berdasarkan standar layanan ‘ : ¥ ditetapkan
yang ditetapkan
Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala /
No. | Sasaran Kegiatan Indikator Target Realisasi Capaian Solusi yang Dilaksanakan dalam
Mencapai Target
3. | Terwujudnya 3.1 Indeks Profesionalitas
| Manajemen Peradilan Aparatur Sipil Negara (IP 75 N/A Belum bisa dihitung karena nilai baru muncul di |
| yang Transparan dan ASM) satuan kerja [ I akhir tahun |
Profesional | pengadilan
3.2 WNilai  Indikator  Kinerja
Pelaksanaan Anggaran
(IKPA) satuan kerja
pengadilan: |
. DiPADI a5 96,21 101,27 mh dilaksanakan melebihl target yang sudah
ditetapkan
- DIPADS g5 83,72 88,12 Mengoptimalkan lagi nilai l.lm-uk_ indikator
Penyerapan Anggaran dan Capaian Output
33 Nilal Kinerja Perencanaan
Anggaran:
DIPA 01 a0 R N/A Belum bisa dihitung karena nilai baru muncul di
| akhir tahun
Belum bisa dihitung karena nilai baru muncul di
Eoikd » - WA akhir tahun
3.4 Nilai Indikator Pengelolaan e o
Aset (IPA} satuan kerja 3 N/A B:||-|‘|Im h:a dihitung karena nilai baru muncul di
pengadilan akhir tahun

Jambi, 23 Januari 2026
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi,
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PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

BULAN JULI
Nk il | ] : et Keglatan / Upaya / Strategl / Kendala /
No. | Sasaran Kegiatan Indikator Target Realisasi Capalan Solusi yang Dilaksanakan dalam
Mencapal Tar ot
1 2 3 4 5 3 | 7 |
1. | Terwujudnya 1.1 Parsentase penyelesaian Sudah dilaksanakan melebihi target vang sudah
Peradilan yang Efektif, perkara secard tepat waktu B B33E% 200, 40% ditetapkan |
Transparan, i 1.2 Persentase { |
Akuntabel, Respans penyediaan/pengiriman ) _
dan Modem salinan putusan tepat wakiu 100% 100% 100% Sutah diiaksanakan sésual target yang sUdah
oleh  pengadilan  tingkat direapkan
pertama kepada para pihak
| 1.3 Persemtase pengiriman |
pemberitahuan
petikan/amar putusan =
tingkat banding, kssasi dan 100% 100% 1006 :;l:::p:l:‘kﬂnbkan sesuai target yang sudah
PK secara tepat waktu oleh
pengadilan pengaju kepada
para pihak
1.4 Persentase putusan | Sudah dilaksanakan sesuai target yang sudah |
pengadilan  yang diunggah 100% 100% 100% ditetapkan
pada Direktori Putusan _
15 Persentase penyélesaian
permohonan aksekusi 96% 100% 104,17% | Sudah dilaksanakan melebihi target vang sudak |
putusan Tata Usaha Negara ditetapkan e
1.6 Persentase perkara Tata
Usaha Negara tingkat Sudah dilaksanakan sesual target yang sudah
pertama dan tingkat banding 100% 2003 200N ditetapkan
yang menggunakan e-Court
2. | Meningkatnya Tingkat | 2.1 Indeks kepuasan pengguna
Keyakinan dan | layanan pengadilan 168 Belumn bisa dihitung karena kegiatan dilakukan
Kepercayaan Publik berdasarkan standar layanan " per triwulan
yang ditetapkan | g
. . Keglatan / Upaya / Strategi / Kendala /
Mo.  Sasaran Kegiatan Indikator Target Realisasi Capaian Solusi yang Dilaksanakan dalam.
Mencapai Target
Terwujudnya 31 Indeks Profesionalitas |
Manajemen Peradilan | Aparatur Sipil Negara (IP 75 N/A | Belum bisa dibitung karena nilal bary muncul di
yang Transparan dan i ASN) satuan kerja | | akhir tahun
Profesional | pengadilan | |
32 Nilai  Indikator  Kinerja | i
Pelaksanaan Anggaran |
(IKPA) satuan kerja
pengadilan: |
DIPA DL 95 95,97 102,07 Sgdsh dilaksanakan melebihi target yang sudah
| ditetapkan
Mengoptimalkan lagi nilal untuk indikator
1P
DIPADS 55 0,32 8454 Penyerapan Anggaran dan Capalan Output
33 Nilai Kinerja Perencanaan
lnﬂaran:
Belum bisa dihitung karena nilai baru muncul di
DIPA DL 80 NiA akhib-Eahun
= = Belum bisa dihitung karena nilai baru muncul di
RIRE03 2 i akhir tahun
3.4 Nilal Indikstor Pengelolaan : ; ?
aset (IPA) - £3tusn - ber 3 r: A ;B::‘T:I:I?Si:‘dlhllungkarena nitai baru muncul di
pengaditan =

Jambl, 23 Januari 2026
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PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

BULAN AGUSTUS
: : . . Kegiatan f Upaya / Strategi / Kendala /
No. | Sasaran Keglatan Indikator Target Realisasi- Capalan Solusi yang Dilaksanakan dalam |
Mencapal Target |
1 2 3 4 5 ] T
1. | Terwujudnya 1.1 Persentase penyelesalan Sudah dilaksanakan melebihi target yang sudah
Peradilan yang Efekif, perkara secara tepat waktu 4w b 100,34% ditetapkan |
Transparan, 127 Persentase i
Akuntabel, Responsif penyediaan/pengiriman . .
dan Modern salinan putusan tepat wakiu 100% 100% 100% S'T'dah ilsksanskn seslaitargat yang sudsh
oleh  pengadilan  tingkat ditetapkan
pertama kepada para pihak
| 1.3 Persentase pengiriman |
pemberitahuan
petikan/amar putusan | .
h dil
tingkat banding, kasasi dan 100% 100% 100% :;i:a dklazksanahn sesugi targetyang sidah
| PK secara tepat waktu oleh "
pengadilan pengaju kepada
ara pihak ~
| 1.4 Persentase putusan | Sudah dilaksanakan sesuai target yang sudah
pengaditan  yang diunggah 100% 100% 100% ditetapkan
pada Direktori Pulusan |
| 1.5 Persentase penyelesafan |
permaohanan eksekusi Y 100% 104,17% | Sudah dilaksanakan melebihi target yang sudah
{ putusan Tata Usaha Negara ditetapkan S ]
1.6 Persentase perkara  Tatla
Usaha  MNegara  tingkat Sudah dilaksanakan sesuai target yang sudah
pertama dan tingkat banding 100 1ao% 100% ditetapkan
yang menggunakan e-Court
2, | Meningkatnya Tingkat | 2.1 Indeks kepuasan pengguna
Keyakinan dan fayanan pengadilan 168 . . Belum bisa dihitung karena kegiatan dilakukan
Kepercayaan Publik berdasarkan standar layanan ' per triwelan
L yang ditetapkan =]
Kagiatan / \paryn / Strxtond / Kanchala /
Ne. | Sasaran Keglatan Indikator Target Realisasi Capaian Solusi yang Dilaksanakan dalam
Mencapai Target
3. | Terwujudnya 3.1 Indeks Profesionalitas
Manajemen Peradilan Aparatur  Sipil Negara (IP | 75 . | A | Belum bisa difitung karena nilai bary muacyl di
yang Transparan dan ASH) satuan ketja | | akhir tahun
Profesional pengadilan | |
3.2 Nilal Indikatar Kinerja | |
Pelaksanaan Anggaran ‘
{IkPA) satuan kerja
pengadilan:
H
DIPA 01 a5 96,83 101,92 Sudah dilaksanakan melebihi target yang sudah
ditetapkan s
Mengoptimalkan lagi nitai untuk indikator
IPA A4 7
DARAR i 8, 8572 Penyerapan Anggaran dan Capaian Qutput
3.3 Nilai Kinerfa Perencanaan
Anggaran:
Belum bisa dihitung karena nilal baru muncul di
Bipadn 0 s akhir tabun
Belum bisa dihitung karena nilai baru muncul di
- DIP + A
| | DIPALE & N/ akhir tahun
3.4 Nilai Indikator Pengelolaan B At -t ;
Aset (IPA] satusn kerjs 3 R H/A :::llf:;::;‘dml[uﬂs karena nilai Baru muncul di
pengadilan

Jambi, 23 lanuari 2026
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PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

BULAN SEPTEMBER
I 2 3 4 5 1] 7
L | Terwujudnya 1.1 Persentase penyelesaian Sudah dilaksanakan melebihi target yang sudah
Peradilan yang Efektif, perkara secara tepat waktu 83% 87,5% A% | ditetapkan
;L‘”s?:’::-n i 1.2 Persentase |
unta espons penyediaan/pengiriman ) X
dan Modern Riboin: puticso weat wikau| /e 100% jo0% | Sudah dilaksanakan sesuaitarget yang sudah
oleh  pengadilan  tingkat ditetaplan
__pertama kepada para pihak
| 1.3 Persentase pengiriman
pemberitahuan
petikan/amar putiasan
tingkat banding, kasasi dan |  100% 100% 100% i"t‘:‘:: ‘:;‘n"““’"'“ sesual target yang sudah
PK secara tepat waktu oleh tetap
pengadilan pengaju kepada
para pihak
1.4 Persentase putusan Sudah dilaksanakan sesual target yang sudah
pengadilan  yang diunggah 100% 100% 100% ditetaphan
pada Direktor Putusan
1.5 Persentase penyelesaian
permohanan eksekusi 6% 100% 104,17% | Sudah dilaksanakan melebihi target yang sudah
putusan Tata Usaha Negara ditetapkan
1.6 Persentase perkara Tata
Usaha Megara tingkat Sudah dilaksanakan sesual target vang sudah
pertama dan tingkat banding 1% 10a% 100% ditetapkan
yang menggunakan e-Court
2. | Meningkatnya Tingkat | 2.1 Indeks kepuasan pengguna
Keyakinan dan layanam pengadilan 368 304 107.06 Sudah dilaksanakan melebihi target yang sudah
Kepereayaan Publik berdasarkan standar layanam ’ N ! ditetapkan
| yang ditetapkan
Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala /
MNo. | Sasaran Kegiatan Indikator Target Realisasi Capaian Solusl yang Dilaksanakan dalam
Mencapai Target
|
3. | Terwujudnya 3.1 Indeks Profesionalitas
Manajermen Peradilan Aparatur Sipill Megara [P 75 A Belum bisa dihitung karena nilai baru muncul di
yang Transparan dan ASN] satuan kerja akhir tahun |
Profesional | pengadilan o
[ 3.2 Nilai  indikator  Kinera
| | Pelaksanaan Anggaran
| {IKPA] satuan keria
pengadilan:
Sudah dilaksanakan melebini target yang sudah
DIFA D1 95 96,13 101,19 ditetapkan
Mengoptimalkan lagi nilai untuk indikator
i fad 12 16:55 Penyerapan Anggaran dan Capaian Quiput
3.3 Nilai Kinerja Perencanaan
Anggaran: e}
Belum bisa dibitung karena nilal baru muncul di
DiFA QL 80 /A akhir tahun
Belum bisa dihitung karena nilai baru muncul di
DHPA | BU N/A akhir tahun 1
34 WNilai Indikator Pengelolaan G R i .
Belum bisa dihitung karena nilai baru muncul di
Aset i_IPHJ satuan  kerfa 3 NfA akhiF tahun
pengadilan | -

Jambi, 23 Januari 2026

Eko Yulianto, 5.H., M.H




PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

BULAN OKTOBER
Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala /
No. | Sasaran Kegiatan Indikator Target Realisasi Capalan Solusi yang Dilaksanakan dalam
Mencapal Target
1 2 3 4 5 6 7
1. | Terwujudnya 1.1 Persentase penyelesalan | 3% 50% 108.43% Sudah dilaksanakan melebihi target yang sudah
Peradilan yang Efektif, perkara secara tepat wakiu " ditetapkan
Transparan, ; 1.2 Persentase
Akuntabel, Responsi
dan Modern ::I?:::l::x:::gltg:rla et 100% 100% 100% Spdah dilaksanakan sesuai target yang sudah
f ditetapkan
oleh  pengadilan  tingkat
pertama kepada para pihak
1.3 Persentase pengiriman
pemberitahuan
f;z::: "r:?:;i g ka ;-:::u;:: 100% 1009 100% Sl_Jdah dilaksanakan sesuai target yang sudah
PK secara tepat waktu oleh ditetapkan
pengadilan pengaju kepada
para pihak
1.4 Persentase putusan Sudah dilaksanakan sesuai target yang sudah |
pengadilan yang diunggah 100% 100% 100% ditetapkan |
pada Direktori Putusan
1.5 Persentase penyelesaian
permohonan eksekusi 96% 100% 104,17% | Sudah dilaksanakan melebihi target yang sudah
putusan Tata Usaha Negara ditetapkan
1.6 Persentase perkara Tata
Usaha  Negara tingkat Sudah dilaksanakan sesuai target yang sudah
pertama dan tingkat banding | 100% 100% it ditetapkan
yang menggunakan e-Court
2. Meningkatnya Tingkat | 2.1 Indeks kepuasan pengguna |
Keyakinan dan layanan pengadilan 168 R Belum bisa dihitung karena kegiatan dilakukan
Kepercayaan Publik berdasarkan standar layanan & per triwulan
yang ditetapkan |
_ Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala /
No. | Sasaran Kegiatan Indikator Target Realisasi Capalan Solusi yang Dilaksanakan dalam
ncanal Tari
3. Terwujudnya 3.1 Indeks Profesionalitas |
Manajemen Peradilan Aparatur  Sipil Negara (IP | 75 . NfA Belum bisa dihitung karena nilai baru muncul di
yang Transparan dan ASN) satuan kerja akhir tahun
Profesional pengadilan |
3.2 Nilai  Indikator  Kinerja |
Pelaksanaan Anggaran |
(1KPA) satuan kerja |
pengadilan:
Sudah dilaksanakan melebihi target yang sudah |
DIPADL 1 95 96,83 101,92 ditatapkan
SiEHGE | e 96,04 101,08 Sudah dilaksanakan melebihl target yang sudah
| ditetapkan
3.3 Nilai Kinerja Perencanaan |
Anggaran:
Belurn bisa dihitung karena nilai baru muncul di
DIPAOL 80 Lo B i e
Belum bisa dihitung karena nilai baru muncul di
= DIPARY 80 N/A akhir tahun
e :::: 'Tr‘;:?m;a::::e"::;: 3 N/A Belum bisa dihitung karena nilai baru muncul di

pengadilan

akhir tahun

Jambi, 23 Januari 2026
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi,

o Yulianto, 5.H., M.H
H/198007312002121003



PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI
BULAN NOVEMBER

Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala /
Sasaran Kegiatan Indikator Target Realisasi Capaian Solusi yang Dilaksanakan dalam
Mencapal Target
2 3 4 5 [ 7
Terwujudnya 1.1 Persentase penyelesaian Sudah dilaksanakan melebihi target yang sudah |
Peradilan yang Efektif, perkara secara tepat waktu 3% 90,47% 109% ditetapkan epng sy
E‘“‘Fzﬁ"': i 12 Persentase
untabel, Responsi iaan/pangirim
dan Mademn S;T::: ::lt::::ﬂ o patar\l.\raktu 100% 100% wpop . | | S dls R cosun it st aadiah
2 | ditetapkan
cleh  pengadilan  tingkat |
pertama kepada para pihak
1.3 Persentase pengiriman
pemberitahuan
petikan/amar putusan F ;
tingkat banding, kasasi dan 100% 100% 100% 3::::;1?53 Ry
PK secara tepat waktu oleh
pengadilan pengaju kepada
para pihak
1.4 Persentase putusan Sudah dilaksanakan sesuai target yang sudah
pengadilan yang diunggah 100% 100% 100% ditetapkan
pada Direktori Putusan
1.5 Persentase penyelesaian
permahonan eksekusi 96% 100% 104,17% | Sudah dilaksanakan melebihi target yang sudah
putusan Tata Usaha Negara ditetapkan
16 Persentase perkara Tata
Usaha Negara tingkat Sudah dilaksanakan sesuai target yang sudah
pertama dan tingkat banding 100% 100% T0g ditetapkan s
| yang menggunakan e-Court
Meningkatnya Tingkat | 2.1 Indeks kepuasan pengguna
Keyakinan dan layanan pengadilan 168 Belum bisa dihitung karena kegiatan dilakukan
Kepercayaan Publik berdasarkan standar layanan * per triwulan
yang ditetapkan
: 1 KWIUMHIS‘IWJKNH&!
Sasaran Keglatan Indikator Target Realisasi Capalan Solusi yang Dilaksanakan dalam
Mencapal Target
Terwujudnya 3.1 Indeks Profesionalitas
Manajemen Peradilan Aparatur  Sipil Negara (IP 7 . NIA Belum bisa dihitung karena nilai baru muncul di
yang Transparan dan ASN} satuan kerja akhir tahun
Profesional pengadilan
3.2 Nilai  Indikator  Kinerja
Pelaksanaan Anggaran
{IKPA) satuan kerja
pengadilan:
. DiPADL 9% 97,26 102,37 Sl:ldih dilaksanakan melebihi target yang sudah
ditetapkan
. DIPADS a5 96,54 101,62 jl:ldah dilaksanakan melebihi target yang sudah
itetapkan
3.3 Nilai Kinerja Perencanaan
Anggaran:
Belum bisa difitung karena nilal baru munculdi |
= OFAR 80 ) WA akhir tahun
| Belum bisa dihitung karena nilai baru muncul di
- ‘DIPAOS 80 ) N/A akhir tahun
Lo :ll:: Fr;:i;:?tors;:::eh’:;: 3 2 NJA Belum bisa dihitung karena nilai baru muncul di
: akhir tahun
pengadilan _J

lambi, 23 Januari 2026
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara lambi,




PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

BULAN DESEMBER
Kegiatan [ Upaya / Strategi / Kendala /
No. Sasaran Kegiatan Indikator Target Realisasi Capalan Solusi yang Dilaksanakan dalam
Mencapal Target
I
1 2 3 4 5 6 | 7 |
L | Terwujudnya 11 Persentase penyelesaian Sudah dilaksanakan melebihi target yang sudah
Peradilan yang Efektif, perkara secara tepat waktu 83% 91,66% 110,45% ditetapkan
Transparan, 2 Persentase I
Akuntabel, Responsif i ik
| d penyediaan/pengiriman
| dan Modern salinan putusan tepat waktu 100% 100% 100% :‘l:di: T;ikunakan sesual tanget yang spdaky
oleh  pengadilan  tingkat eLap
pertama kepada para pihak
| 1.3 Persentase pengiriman |
pemberitahuan
petikan/amar putusan ¢
tingkat banding, kasasi dan 100% 100% 100% ::Jtd:: :::Iaksanakan sesuai target yang sudah
PK secara tepat waktu oleh elpan
pengadilan pengaju kepada
para pihak
1.4 Persentase putusan Sudah dilaksanakan sesuai target yang sudah
pengadilan yang diunggah 100% 100% 100% ditetapkan
pada Direktori Putusan |
1.5 Persentase penyelesaian |
permohonan eksekusi 96% 100% 104,17% | Sudah dilaksanakan melebihi target yang sudah
putusan Tata Usaha Negara | ditetapkan
1.6 Persentase perkara Tata
Usaha Negara  tingkat Sudah dilaksanakan sesual target yang sudah
pertama dan tingkat banding 0% 100% 100% ditetapkan
yang menggunakan e-Court
2. | Meningkatnya Tingkat | 2.1 Indeks kepuasan pengguna
Keyakinan dan layanan pengadilan 168 3,09 10842 Sudah dilaksanakan melebihi target yang sudah
Kepercayaan Publik berdasarkan standar layanan * * * ditetapkan
yang ditetapkan o
; St ; ) ) Kegiatan / Upaya [ Strategi / Kendala /
No. | Sasaran Keglatan Indikator Target Realisasi Capaian Solus] yang Dilaksanakan dalam
3, | Terwujudnya 3.1 Indeks Profesionalitas |
Manajemen Peradilan hparatur  Sipil Megara (IP 75 8165 108,87 Sudah dilaksanakan melebihi target yang sudah
yang Transparan dan | ASN) saluan ketja y ditetapkan
Profesional pengadilan
32 Miei  Indikator  Kinerja
Pelaksanaan Anggaran
IKPA)  satuan  kera |
pengadilan:
Sudah dilaksanakan malebihi target yang sudah |
DIPA 01 95 96,94 102,04 | diterapkan
| Sudah dilaksanakan melebihi target yang sudah
= DIPADS 93 96,54 101,62 ditetaphan
3.3 Nilai Kinerja Perencanaan
Anggaran:
Sudah dilaksanakan melebibi target yang sudah
= DiFADL 80 100 125 ditetapkan o
Sudah dilaksanakan melebihi target yang sudah
- DIPADS 80 85,49 106,86 ditetapkan i
3.4 Nilai Indikator Pengelalaan Belum tersedianya dokumen persetujuan
hset  (IPA)  satuan  kerja penghapusan BMN yang diterbitkan Pengguna
pengadilan | Barang sehingga perlu dilakukan peningkatan
3 L 93,16 koordinasi  dan  konsolidasi  dalam  hal
‘ | pengelolzan Barang Milik Negara antara satker
Jl | dengan Biro Perlengkapan Mahkamah Agung |
Jambi, 23 Januari 2026

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi,

(&

Eko Yulianto, S.H., M.H

P/ 198007312002121003
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BAGIAN KESE KRETARIATAN

Pohon Kinerja
Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi

POHON KINERIA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

yang Agung

l Tervaujudinys Eadan ParsSilan ndonasia

Torwuudrya kepercayaan poblik atns
Layaman pasacdan

tugas Mahkamah Agung

| Terwupadnyn duiungan pelaksacann

HAHKAMAH AGUNG

il

Fordrghntan efektilites pongololssn

i, Aran pasin, dan o kundatbel

peradilan yang
putusan Pengadilan.

o ||
misyakal miskin dan larpirggirkan |

parTylenaian pori

TUILAMN

TR Rt L i Tata Lt R

Huningkntys slaklifns ponyolrasion ek Tats Uiaha Negan l

Pargikn din Pelaysnar Hukum

l

Dukyungon Manajeman ‘

PIMPINAN
(KETUAMWAKIL KETUA)

Terwupudrys peoses parsdilan yang pasts, tursparse, don skuntabel

| IPuningintan ofektifitas pangalotasn penyolesnion porkarm Tots Usaha Nagnrs

INDIKATOR

Bomantase Porkans TUN yang disslesaiionn tap waiiu

1. Pamacitise salinan putusan pavkan TUN ying doslisalkan tpat wikto

1.
2. Pomectase Parkans TUN khusus yang disalesalkan bepal wakta 2. Pamertass solinen putuann perkem TUN Ehusas yang daslesaikan
3. Pementasn Porkars TUN yang tesolesaikon topat wiktu tepat waltu
4. Pemantase Parkars TUM yang tidak mangsikan upsys hbum Kasasi
5 yorg § Layanan Pengauilan
KEGIATAN Misrbieru, maRSGAE: dan M LSER pc | | Motk Esnakin BEHS POrgIvsaN LB POTbInsEn |
, MU, (e maspetesain

Tortak dal
¥

Potkira yong dierimanyd

INDMEATOR

| Porsentaus parin yang ditarma, dputus, don dasbessionn o wikty

PANITERA

Maningkatkan ponyeleenian parkarn, efekiifitas peryelesalan
parkars, dan kspunsn stakeholder berhadap ayanon pengaditan

SEKRETARIS

Meningkatian indeks persepsi stakeholder yang puss terhadop
\myanan Pengadilan

Tostnksananya pemberian dukungan di bidang teknis don

2 I

ESELOH 11

0 | §00 G000 {ie

dengan parknr secarm afektit dan ofisan,

| pOTRO T BRITE D4 YV RIGEALN SUFAT-3URT NG Darkaitan

Tarlaksanonys pembarian dukungan o Bidang sdministimg).
OFEAN B, RELANEAN, SUMBr G0yE MEHUES, S0 SA50 dan
prasamna secarn efektit

i P Ik

pembinaon  dan

pengawnsan poloksanaon tugas dalam pemberian dukungan di

bidang teknls yong ditindaklanjuti;

2. Persentose polaksannan  pengololpan odministrasi perkam

perdata, pidana, don pidann khusus yong tepat woakiu!

3. Persentoso penyajlnn dota perkam yong dispjian  secem

FNA0AMAN H0N 10p6T wWaki;
4. Persont i mistra s R
tranaparan, akuntabel, dan tepot waktu |

PETkaM yang

5. Peisentase ASN teknis Kepanierman dan Kejurusdoan yang

mangikuli pemibinaan teknis kepaniteisan don kijurusitaan |

6. Porsentnse peisksonaan Persidangan yong dilaksanakan tepot

ekt ;

7. Persontose  pelaksanann fungsl lain yang déberikan oloh Ketua

Pengaditon ynng dilaksanokan topatwakiu,

1. Porseninse polaksanoan kepegawalon dan pengelolnan sumber

doyn manusio yang dilaksanakan tepat wakiu ;

Porsontosn gelaksanaan  keuangan den pangelolasn samnan

prasgrana  con Barang Millk Nogam yeng alumiobel dan

tranapann;

3. Porsantiss polOESARBON  PHIGNCONSNN, O ORMM dan ShERaran
yang dilaksanakan secary afekiif don efisian;

4. Porsentase polakeanson PeRStIan organisnsi dan (s lokeans
yang elektif don efisien ;

5. Porsertase pangelolasn samn toknolog informasi dan statistik
yang afektif don ofiséan ;

6. Porsontoso  pelnksanann wrusan  surst monyurai, arsip,
periengkopan, rumah tanggo, kepmanan, keprotokolan, dan

1yang , afiakan, it Wikt o

7. Persontoso  pelaksanoan pomontauan,  ovaluesi, don
dokumentasl seris  pelaporan  yang tepat  wakiu dan
ditimdaklanjasi.

2

KEGIATAMN

KEFALA SUBBAGIAN KEPEGAWALAN
DRGANISAS! DAN TATALAKSANA
Medaksanakan pamysapan bakan urssan
i d dan b

i , or

KEPALA SL JM DAN
Mat ) ke .
porbondanaraan dan pongelolasn BMN, surat
maeryurat, keassipan, pemalinamen samns
Frasarana, poslangkapon
koamanan kepratokalan dan humas

KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN,
TEKNOLOGH INFORMAS] DAN PELAPORAN
M bahan par:
dan pelaksanaan dan progranm dan anggaran dan
teknologh infgrmasi

SASARAN

Tarlaksanarya penyiopan bahan urssan

kepegawaion. organisasi don

d man dan BMN, sumt
manyural, kenrsipon, pemsolinarnan saomna
Pragarana, perengiapan
Kepmanan,keprotakolon don hsmas

Terin ¥
dan pelaksanaan dan progeam dan anggaman dan
teknodogl informasé

bishan par

INDHKATOR

=

Persenisen panyiapon bahan polsksanoon
peryuesenan  fgemosl,  pondstann dan
pongembongan  pegowai,  penguaulan
Munaikin pangkat, pemindshon don mutsal,
pangusulan pemberhantion dan  pensian
serta pengelolnan Sasamn Kerja Pegowni,
administrasi  jshatan  fungsional  dan
pelakssna, dam pargurussn ASKES dan
disiplin pegawal, sertn penyusunan laporan
kopognwnlan  yang  teripksann secmm
berkuptitas dan tepat waktu

Parsentase panyiapon bahan paloksanoan
peneloahon.  penatann.  don  owvslunsi
organisasl don tata laksann yang ternksana
o berkublitns don tepat wakty

'y n 1

o, Parsent

boham

anggamn, perhbendohamon akuniansi dan
worifikesl, pengelolaan barang milik negam
sofia polapoian kousngan yong terdoksana
secodm borkualitas dan tepst wakiu,
Parsontase penyiapan bahan pelaksanson
peMantouan, serls PERYLSLRER Laporan
yang terlaksann secara berkuslinas dan tepot
waktu
c. Persentase  peloksanaan
menyurns, kearsigan dan penggandasn yang
teraksann secom  berkunlitas dan  tepat
Wikt
. wusan
don pemoliharsan gedeng. samna  dan

(]

urusan  surk

sortn perlongkapan  dan
perpustakaan  yang terlaksona  secom
arkustitos dan tepot wakiu

p M Uruson i
keprotokolan dan  hubungan masyarakat
yang terlaksana secarn berkualitas dan tapat
wenktu.

b, o

. humilah  penyiap

PoreRCanann don penyusunan program dan
anggomn yang ieriaksana secar berkualian
dan topat wakiu
P bakan

pemantsusn, cvalussl, dokumenash dan
petaporan yang teflakssna sechin beikualitas
dan tepot wakiu.

bahan

pengeiolasn  teknologi  informatiks  dan
stotistik ynng terlnksana secom bedusalitas
san topat wakiu,




BAGIAN KEPANITERAAN

PELAKSANA KESEKRETARBTAN

KEGIATAN I FANITERA MUDA PERKARA PANITERA MUDA HUKUM PANITERA PENGGANTI
Meolaksanakan administrasi perkora dibidang
Meinksanakan administras| porkarn ik parsich
i SASARAN Tertaksananya administrasi perkasa secarn afelkasd Tarlsksananya pengolahan dats perkaa v dukungan p
dan efisizn pengarsipan, hurmas dan palaporan
INEIEATOR @, Porsentoss pemerikssen don pencloahon @ Persentase pengeioinan datn perkam yang . Persentase  persiapan  penyelenggamon
kelangkapan berkas parkarn yang tepat nlournt; pRmSIan AN yang tepat wakiu;
wanktu; b. Persentaso penyogan statistic perkama yang b, PIOB0S Persi
b. Persentass registrasl perkass yang tepat nhuret; tepat wakiu,
ekt c. Parsontase ponyusunon dan  pengirimon ¢, Pamantass pefyssunan  barita  acara
c. Persemase distribusi pedcara sacara tepat pelaporan perkam yang terdokumentast balk persidangan tepat waktu,
waktu N topat wakiug d, Parsentasa pelokassnaan minutas: yang
d. Persentnsa pengiriman Saliman  putusan d. Persentass penasn, ponyimpanaon dan terdokumentasi baik dan tepat wolkiu_
seoara tepat waktu; pamelihorsan  Arsip  pedkans yang o, Persentasa permymmpaian boricas minutssi
e, Porsentasa penyimpanan beskas paorkam terdokumentasi baik; VANE 1Pt Wk,
yang belum mempunyni keluatan hukem s I d yang
bR yang terdokimantas! dengon hns; ditindaklanjuti secara topat wakiu;
I, Porsentase ponyerahnn berkas porkar yong
sugan mempunydl kekuaton hkum etap
AECHT 10RET Waklu,
I KEGIATAN I PELAMEANA SUB BAGELN FEL BAG AN LR DAN KEUAMDAN FELAKTANA SUB LAGIAN FERERCANALN,
DN TATALANSANA baman TEENOLOGIINFORPMAS] DAN FTLAPORAN
i W uangan. o herdahalman den gen pecodasn NN, il it S bihanid b Jofiapdn Dahan
L . WABE TTPTIE, SATVDAN, (eTalha san paTETa Prroret anien pangelotann 1oLnelog ifmmasi dan
Darimngagan dan Dohrheaini. vt Eatnionas LapOEn
]
| -| i hahan urJsan Tatlatamratns ramfanru iyl e B i utian Teriah Lah

{

[T dan

DM, i rmryserat, hearvigan,
pamE I paens Prosanena,

Uity P el Seirglolian Lk nislig) intarmas

shan dnkumeniai. serla perasunan lepomn

marranen keprobakutan dan fumas

I FNDIKATON I

" ] =0
B ) Dlighl Wil B SN i

Pt v o oo S i L Dot e nakad b itintja
Be0E Epbha ROMAANEE yand Balabel des
g vkt

P periadet (ebisdllani defter Fade yang Lopat
sk

P laparan
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Fremipw fatdoe wrsl =atas Wk beaegevs
T ey
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pemgliasaas anet BMH yeog siurmabel Gen Spa
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Pervertuns  hegaten
EargumEEn SekuTee
Porimnlin Peipwslan dan gevalhiasn ol
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Fenamme pengumpuise bshes eecena keha
#nggaman [lahunanPagu Indkatil, Page Alckasi
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Elyung tepat waktu
[ e mna
feria  arggean  (TshonenFag Inddatd Fagu

Mgkl Angramr] Grgort vy yang skunisbel
ki DD vk B

Paiiemu EeApiR it DIPLPOK dslem
splieats RKANL ypeng efwitil, afisien dem sepan
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manan
SNgEaTan Belings Lamdahan pang skt dan tepet
ke

Pemertass pengempulan Behan doisemen SAKIP
AR W,

dan

dokumen SAKSP Engiat wilsyah yang skt dan
g wakiu.
(P o e e P B Lo’ P " duran
dan sealiasl vinerja E-HONEY Bapbenss epan
Wk
Pamermsss pengumprlen bahee wsidan pagu
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s
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KEGIATAN I

PELAKSANA KEPANITERAAN HUKUM

PELAKSANA KEPANITERAAN PERKARA

Mamtante melskeanskon sdminisias perrn r i dibadang
dibidang hukum perkara
SASARAN I Terlaksanarnya administrasi di bidang Terinksanamya administrasi di bidang
n hukoy o ofektit don efi i i don efisicn
IMDHEATOR i a.  Peisentass pembuttan Seluiuh  lapodan &. Parsentase pengslolasn dota perkadd yang

Bulinan, 3,4, dai 6 bulan tepatwaki
Pessontoze  Varifikasi  odvakat  metolsi
aplikasi Ecour tapat waktu

Pemontose pencotatan rogister sumpah [
Janjl advokst terdokumaontas balk
Persentose pengumpulan dokumon PNEP
terdokumantasd dengan bixik

Persontos poncotston Rogastor Pelayanasn
Informnsi Khisus tordokumantosl dengan
Baik

Peisontase pencataton Register Pelayanan
Infonmasi Bisen erdoakurmanias) boik
Persantase penginputan Aplikasi peiapomn
fepat wakiu

Peisantnse  penyinpan  bahan-bahah
pemumpahan adwokat efekiil, skuntabel

abadat;

Parssntass penyajion statistic perkar yang
akurat;

Parsentass  penyusunan dan  penginimon
patoporan periarm yang terdokumentost baik
dan tepat wakiu;

Porsentase ponotapn, ponylmpanon dan
pomalihnman  Arsip  pesarn yang
tardokumentash baik;

Porsantase pONanEnnan pangaduan yang
ditindaklonjuli Secans Japsl wokiu;
Parsentase pembustian dota lspoman 3.4,
dan & bulanan tepat wakiu

Parssntase pengarsipon Laporan banding,
kasosi, salingn penahanan MAR dan Petian
putusan knsosi lerdokumentas dengan baik

Pan pencataton  register  Parkarn
Banding yong tolah putus terdokumentasi
dangan baik.

Persentass pencatatan Perkara  Banding,
Kasasi, PK yang topat walkiu

Persentase  pombuatan  berto  scorn
pamyaishan putusan banding, keassi dan PE
Kabagion Kspanitesman Hukum

Parsentase pensrimaan beskas  perkara
1epat waktu

Pargentass poncalatan rogister Padkarm ko
Buku Register tesdokurmentasi baik

. Parsentagse pandatotan pedkara ke SIPP apot

waktu
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